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ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam Tentang
Ketentuan Kebolehan Suami Mewakilkan Kabul Dalam Akad Nikah (Studi Kasus di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)” adalah hasil
penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimanakah prosedur
pernikahan yang dilaksanakan dengan cara suami mewakilkan kabul dalam akad
nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Wungu Kabupaten Madiun? Dan
bagaimanakah implementasi Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam tentang ketentuan
kebolehan suami mewakilkan kabul dalam akad nikah di Kantor Urusan Agama
kecamatan Wungu Kabupaten Madiun?

Data penelitian yang dihimpun melalui dokumenter, interview dan telaah
pustaka menunjukkan pelaksanaan tawki/ az-zauyj dalam akad nikah di Kantor
Urusan Agama kecamatan Wungu selanjutnya dianalisis menggunakan metode
deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data
yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan tawkil az-zauj dalam akad
nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Wungu pelaksanaannya telah memenuhi
rukun dan syarat yang ada. Oleh karenanya pernikahannya dapat dicatat oleh Kantor
Urusan Agama kecamatan Wungu sebagai pernikahan yang sah. Prosedur
pelaksanaannya sebagaimana ketentuan pencatatan pernikahan secara administratif.
Adapun perbedaannya dalam pembuatan surat kuasa oleh calon suami bahwa akad
nikah yang diucapkan wakil adalah untuknya, ucapan kabul yang dilafazkan wakil
suami dan penandatanganan taklik talak diserahkan kepada suami.

Kompilasi Hukum Islam di Kantor Urusan Agama berkedudukan sebagai
pedoman atau landasan dalam hal ketentuan hukum Islam. Adapun peraturan di
bawahnya seperti Peraturan Menteri Agama merupakan pedoman atau landasan
Kantor Urusan Agama dalam hal ketentuan pelaksanaan tugas dan kewajiban KUA.
Kantor Urusan Agama melaksanakan rawkil az-zauyj dalam akad nikah pada tahun
2000 berdasarkan Pasal 24 PMA nomor 2 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat
Nikah Menteri Agama Republik Indonesia. Dengan demikian pasal 29 Kompilasi
Hukum Islam telah di implementasikan dalam pelaksanaan tawkil/ az-zauyj dalam
akad nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Wungu.

Pernikahan yang dilaksanakan dengan cara suami mewakilkan kabul dalam
akad nikah hendaknya dilaksanakan dengan hati-hati. Yaitu dalam hal prosedur
pelaksanaannya seperti pembuatan surat kuasa, pengucapan kabul oleh wakil dari
suami serta penandatanganan taklik talak. Hal ini dikarenakan ketentuannya tidak
biasa khususnya dalam hal pengucapan kabul akad nikah oleh wakil dari suami.
Sehingga tidak menimbulkan kekeliruan hukum yang mengakibatkan pernikahan sah
bagi wakil dari suami dan mengurangi makna sakralnya akad nikah.
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DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term)
yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang
digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan arab seluruhnya
dilambangkan dengan huruf, dan transliterasinya ke tulisan Latin sebagian
dilambangkan dengan lambing huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian
lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB LATIN
Kons Nama Kons Nama
| Alif Tidak dilambangkan
- Ba B Be
< Ta T Te
& Sa s Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha h Ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
3 Zal z Zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er
2 Zai Z Zet
o Sin S Es
5] Syin Sy Es dan Ye
ga Sad s Es (dengan titih di bawah)
U2 Dad d De (dengan titik di bawah)
b Ta t Te (dengan titik di bawah)
) Za z Zet (dengan titik di bawah)
4 Ain ‘ Koma terbalik (di atas)
4 Gain G Ge
o Fa F Ef
a8 Qaf Q Ki
& Kaf K Ka
J Lam L El
? Mim M Em
J Nun N En
3 Wau \\A We




® Ha H Ha

¢ Hamzah ’ Apostrof

7 Ya Y Ya

. Vocal tunggal atau monoftong bahasa arab yang lambangnya hanya berupa

tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin yang dilambangkan

dengan huruf sebagai berikut:

a. Tanda fathah dilambangkan dengan huruf a, misalnya arba ‘ah

b. Tanda Kasrah dilambangkan dengan huruf i, misalnya Malik

c. Tanda dammah dilambangkan dengan huruf u, misalnya Yunus

. Vocal rangkap atau diftong bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dengan huruf, transliterasinya dengan tulisan latin

dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:

a. Vocal rangkap s dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya
syawkaniy

b. Vocal rangkap ' dilambangkan dengan gabungan huruf gy, misalnya
zuhayliy

. Vocal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan

horisontal) di atasnya, misalnya fawki/.

. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid,

transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama

dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya a4/ ittifaq

. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf a/if/am,

transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai

dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi

tanda sampang sebagai penghubung. Misalnya a/-Is/am

Ta Marbutah mati atau yang dibaca seperti yang berharakat sukun, dalam

tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan fa‘ marbutah yang

hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya wakalah

. Tanda apostrof (*) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk

yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya fugaha Sedangkan di

awal kata. Huruf hamzah tidak dilambangkan dengan sesuatu apapun,

misalnya /brahim.

xi




BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Hidup berpasang-pasangan pada dasarnya telah menjadi naluri dari
makhluk Allah SWT. Tidak hanya manusia, melainkan tumbuh-tumbuhan dan
hewan pun juga memiliki naluri untuk berpasangan. Naluri laki-laki cenderung
menyukai perempuan dan demikian sebaliknya.! Sejak dilahirkan manusia
memang telah di lengkapi naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang
lain.2
Nabi Adam As sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah SWT juga
telah ditetapkan pasangannya yang kemudian hidup bersama membentuk sebuah
keluarga. Sebagaimana dalam surat an-Njsa’ayat 1.
Vi Wi &5 s e Gl 3ty i 2o oK o1 2855 180 201 T
Bags
Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah
menciptakan kamu dari pada satu diri, dan dari padanya Allah

menciptakan pasangannya; dan memperkembangbiakkan dari keduanya
lelaki dan perempuan yang ban _yak.3

! Muhjab Mahalli, Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008),

2 Moh. Idris Romulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 18.
3 Departemen Agama Rl, a/-Quran dan Terjematinya, 140
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Ikatan lahir batin dalam definisi ini menunjukkan bahwa hubungan suami
istri tidak boleh semata berupa ikatan lahiriah saja hidup bersama dalam ikatan
formal, akan tetapi keduanya harus membina ikatan batin. Ikatan lahir mudah
sekali terlepas jika tidak diikuti oleh ikatan batin. Ikatan lahir dan batin lah yang
menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun dan membina keluarga yang
bahagia dan kekal.®

Kompilasi Hukum Islam memberikan bahasa lain dari ikatan lahir batin
tersebut dalam sebuah definisi bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miSagan galizan untuk menaati
perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”.’

Ungkapan akad yang sangat kuat atau miSagan galizan merupakan
penjelasan dari “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Pasal 2 Nomor
1 Tabhun 1974 Tentang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad
pernikahan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan®.

Misagan galizan mengandung arti perjanjian yang kokoh. Dalam al-Qur'an
kata misagan galizan hanya dipakai 3 kali saja:

1. Allah SWT membuat perjanjian dengan para Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan

Isa (al-Ahzab 33:7)

27

8 M. Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997 ),

7 Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, Kompilasi

Hukum Islam), 234

8 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2006), 40.



2. Allah SWT mengangkat bukit 7ur di atas kepala bani Israil dan menyuruh
mereka bersumpah setia pada Allah (an-Nisa’4:154)
3. Allah SWT menyatakan hubungan pernikahan (an-Nisa’4:21)

Perjanjian pernikahan antara suami dan istri di setarakan dengan perjanjian
para Nabi, perjanjian dengan bani Israil, sesuatu yang agung dan berat.’ Sudah
selayaknya kewajiban bagi suami dan istri untuk menjaga dengan baik perjanjian
yang telah mereka ikrarkan.

Kata almisaq berasal dari kata dasar wasaga. Dari kata dasar ini juga
muncul kata as-Sigah, al-wasaqah, al-wasaq, dan at-tausiq. Ketika terjadi
kesepakatan di antara kedua belah pihak atas dasar kepercayaan, maka itulah
yang disebut al-misag, akan tetapi jika terjadi kesepakatan atas dasar
keterpaksaan dan pemaksaan, maka disebut al-wasag.'®

Misagan galizan merupakan perjanjian yang membingkai suami istri
secara khusus dan keluarga secara umum. Perjanjian pernikahan merupakan
perjanjian suami istri kepada Allah SWT untuk menunaikannya bersama,
mengandung aspek-aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam menjalani

hidup bersama. Oleh karenanya, kealpaan salah satu pihak untuk menunaikannya,

® Hilmy Nugraha, Misagan Galizan, dalam http: //menjadihilmy.blogspot.com/2009/12/
mitsaqan-ghalidza.html, (07 Juni 2011)

1 Muhammad Shahrur, Metodologi Figh Islam Kontemporer (Yogyakarta: Elsa Press, Cet V
, 2008) 440-441



baik seluruh atau sebagian, akan mengakibatkan tuntutan perceraian karena telah
melanggar dan melalaikan perjanjian dengan Allah SWT."!

Akad nikah menimbulkan kewajiban hukum yang mengikat bagi suami
istri. Akad nikah juga mengandung unsur sakral serta mempunyai dampak yang
berkepanjangan bagi wanita yang dinikahi. Oleh sebab itu, setiap orang perlu
bersikap hati-hati dalam melaksanakan akad nikah demi terpeliharanya
kehormatan serta masa depan keluarga.'

Kerelaan dari pihak laki-laki dan perempuan serta persetujuan mereka
untuk mengikat janji hidup bersama adalah rukun yang mendasar dalam
pernikahan. Kerelaan yang diwujudkan dengan persetujuan oleh masing-masing
calon suami istri sangat penting karena agar masing-masing dapat memasuki
gerbang perkawinan dan rumah tangga benar-benar dapat dengan senang hati
membagi tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional.

Karena kerelaan adalah rasa yang bersifat abstrak yang tidak dapat di
indera oleh mata, maka harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan

kemauan melakukan ikatan bersama sebagai suami istri. Perlambang tersebut

adalah berupa akad dari kedua belah pihak.'

" 1bid.

2 Nina M. Armando, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005), 124

13 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 73-74
'* Sayid Sabiq, Figh as-Sunnah, juz 2 (Beirut: Dar al-Fath, 2006), 467



Pernyataan pertama oleh pihak pertama menunjukkan kemauan untuk
membentuk hubungan bersama suami istri disebut ijab. Dan pernyataan
selanjutnya oleh pihak kedua yang mengadakan akad untuk menyatakan rasa rida
disebut kabul. Selanjutnya kedua pernyataan tersebut disebut akad nikah."

Pada zaman ketika setiap orang memiliki berbagai macam kesibukan ini
sering kali seseorang tidak sempat melakukan bermacam urusannya. Oleh karena
itu bantuan orang lain untuk melakukan urusan tersebut kadang kala juga
diperlukan. Penyerahan urusan pribadi kepada orang lain inilah yang diistilahkan
dengan wakalah.'® Para fugaha’ telah sepakat bahwa setiap akad yang dapat
dilakukan sendiri oleh manusia boleh untuk diwakilkan kepada orang lain. Baik
dalam hal jual beli, melaksanakan hak-hak tertentu, pertikaian, pernikahan,
perceraian dan akad yang lain yang boleh diwakilkan."”

Akad nikah sebagai penentu sahnya pernikahan adakalanya dalam
pelaksanaannya suami sebagai pihak yang mengucapkan kabul berhalangan
hadir. Maka suami yang demikian wajib mengirim wakil atau menulis surat
kepada pihak lain untuk meminta dilaksanakan akad nikah untuknya.'®

Hal ini diperbolehkan berdasarkan pada tarikh yang menyebutkan bahwa

Nabi SAW pernah mewakilkan akad kepada Aba Rafi‘ ketika menikah dengan

S Ibid,

16 Chairuman Lubis, Suhrawardi K.Lubis, Hukum Perjanjian dalam Isiam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1994), 19

' Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, 524
8 Jbid, 470.



Ummul Mu’minin Maimunah, dan mewakilkan kepada ‘Amar bin Umayyah
ketika menikah dengan Ummu Habibah."

Sebagaimana disebutkan bahwa Raja Najasyi meminta Khalid bin Sa‘id
yang menjadi wakil dari pihak Ummu Habibah untuk menikah dengan Nabi
SAW. Dengan mahar sebesar empat ratus dinar Khalid kemudian berkata: “Saya
telah melakukan apa yang diminta oleh Rasulullah SAW. Saya nikahkan beliau
dengan Ummu Habibah”.?°

Pasal 29 ayat 1| Kompilasi Hukum [slam menyebutkan bahwa “Yang berhak
mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi”?' Pasal ini
secara jelas menyebutkan bahwa kabul semestinya menjadi keharusan bagi suami
secara pribadi.

Pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam juga menunjukkan kebolehan
suami mewakilkan kabul dalam akad nikah . “Dalam hal-hal tertentu ucapan
kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai
pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas

akad nikah itu adalah untuk mempelai pria”.??

' Mansyur bin Yunus bin Idris al-Bahuti , Kasyaf al-gina‘i ‘an matan al-agna*, (Beirut: Dar
al-Fikr, 1972), 80

2 Abi ‘Umar Yusuf bin ‘Abdullah bin Muhammad bin *Abd al-Bar al-Qurtubiy, a/-/sti ‘ab fi
Ma‘rifah al-Ashab, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ Alamiyah, tt ), 483-484

Y'Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, Kompilasi
Hukum Islam), 239

2 Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, Kompilasi
Hukum Islam), 240



Pernikahan yang melibatkan dua pihak yakni calon suami dan calon istri,
diatur secara seimbang tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh
karenanya dalam pasal 29 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:
“Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria
diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan”” Hal ini untuk
menghindari tidak adanya kerelaan dari masing-masing pihak yang menjadi dasar
rukun pernikahan.

Pada tahun 2000 KUA kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, menikahkan
Siti Masfufah dan Agus Kholiq. Pernikahan ini dilangsungkan dengan cara suami
mewakilkan kabul dalam akad nikah. Yaitu dari Agus Kholiq kepada saudara
laki-lakinya Faifsan Taufiq. Pelaksanaan pernikahan dengan cara suami
mewakilkan kabul dalam akad nikah jarang sekali terjadi di masyarakat, oleh
karenanya permasalahan ini menarik perhatian penulis untuk membahasnya.

Permasalahan ini penulis rumuskan dengan judul “Implementasi Pasal 29
Kompilasi Hukum Islam tentang Ketentuan Kebolehan Suami Mewakilkan
Kabul dalam Akad Nikah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama kecamatan
Wungu Kabupaten Madiun)”.

Melalui judul ini penulis ingin mengetahui bagaimana pernikahan yang
dilaksanakan dengan cara suami mewakilkan kabul dalam akad nikah di KUA

kecamatan Wungu. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan

B pid.



mengetahui pendapat kepala KUA bagaimana pelaksanaan pernikahan yang

dilaksanakan dengan cara suami mewakilkan kabul dalam akad nikah di wilayah

kerjanya.

. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka

identifikasi masalah yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

1.

Akad nikah berupa sigat ijab kabul merupakan salah satu dari syarat sah
nikah.

Sigat kabul adalah pernyataan pihak kedua yaitu suami untuk menyatakan
kerelaan.

Dalam hal-hal tertentu suami boleh mewakilkan kabul dalam akad nikah
menurut hukum Islam. Baik menurut pendapat para imam mazhab, pasal 29
Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama.

Alasan pernikahan dilaksanakan dengan cara suami mewakilkan kabul dalam
akad nikah.

Syarat orang yang mewakili kabul dalam akad nikah.

Kasus pernikahan yang dilaksanakan dengan cara suami mewakilkan kabul
dalam akad nikah di KUA kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

Ketentuan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam tentang ketentuan kebolehan

suami mewakilkan kabul dalam akad nikah.
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8. Implementasi pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dalam kasus pernikahan yang
dilaksanakan dengan cara suami mewakilkan kabul dalam akad nikah di KUA
kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

Dari beberapa masalah yang telah peneliti identifikasi, untuk memudahkan
pembahasan yang akan diteliti maka peneliti membatasi masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana prosedur pernikahan yang dilaksanakan dengan cara suami
mewakilkan kabul dalam akad nikah di KUA kecamatan Wungu Kabupaten
Madiun?

2. Bagaimana implementasi Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam tentang
ketentuan kebolehan suami mewakilkan kabul dalam akad nikah di KUA
kecamatan Wungu Kabupaten Madiun?

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa
permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pernikahan yang dilaksanakan dengan cara suami
mewakilkan kabul dalam akad nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan
Wungu Kabupaten Madiun?

2. Bagaimana implementasi Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam tentang
ketentuan kebolehan suami mewakilkan kabul dalam akad nikah di Kantor

Urusan Agama kecamatan Wungu Kabupaten Madiun?
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D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan
gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin
pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak
adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah yang berupa
pembahasan mengenai kebolehan suami mewakilkan kabul dalam akad nikah
terdapat dua skripsi. Skripsi yang pertama yaitu skripsi dengan judul “Korelasi
Ketentuan Hukum dalam Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dengan kitab
acuannya tentang mewakilkan ucapan kabul akad nikah kepada pria lain”.
Skripsi yang disusun oleh Muh. Abd. Wahid ini menggunakan metode penelitian
komparasi yang membandingkan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dengan kitab-
kitab yang menjadi acuannya.?*

Adapun skripsi yang kedua yaitu dengan judul “Analisis Hukum Islam
Terhadap Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Kabul Nikah
Yang Diwakilkan”. Skripsi ini dibuat oleh Nanang Husni Faruk mahasiswa
Fakultas Syariah IAIN Walisongo pada tahun 2008. Skripsi dengan penelitian

kepustakaan ini terbatas membahas bagaimana ketentuan dalam pasal 29 ayat 2

% Muh.Abd.Wahid, Korelasi Ketentuan Hukum dalam Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam
dengan kitab acuannya tentang mewakilkan ucapan kabul akad nikah kepada pria lain, skripsi tahun
2000, IAIN Sunan Ampel Surabaya
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Kompilasi Hukum Islam tentang kabul nikah yang diwakilkan. Dan bagaimana
analisis hukum Islam terhadap kabul nikah yang diwakilkan tersebut.”

Adapun skripsi ini membahas suami mewakilkan kabul dalam akad nikah
secara lebih aplikatif dikaitkan dengan kasus yang terjadi di masyarakat. Selain
itu juga dilengkapi dengan data dari KUA yang melaksanakan pernikahan dengan
cara suami mewakilkan kabul dalam akad nikah. Oleh karenanya judul penelitian
ini masih bersifat baru, belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi
atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena segi yang menjadi fokus
kajiannya memang berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah
sebagaimana berikut:

1. Memahami prosedur pernikahan yang dilaksanakan dengan cara suami
mewakilkan kabul dalam akad nikah di KUA kecamatan Wungu Kabupaten
Madiun.

2. Menganalisis Implementasi Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam tentang
ketentuan kebolehan suami mewakilkan kabul dalam akad nikah di KUA

kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

B Nanang Husni Faruk, Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum
Islam (KHI) Tentang Qabul Nikah Yang Diwakilkan, skripsi tahun 2008, IAIN Wali Songo Semarang
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F. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya
dalam 2 (dua) hal di bawah ini:

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
mengenai bidang ilmu hukum khususnya yang berhubungan dengan
implementasi pasal 29 Kompilasi Hukum Islam mengenai pernikahan yang
dilaksanakan dengan cara suami mewakilkan kabul dalam akad nikah. Selain
itu juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi
mahasiswa Fakultas Syarjah apabila ada masalah yang berkaitan dengan
pernikahan yang dilaksanakan dengan cara suami mewakilkan kabul dalam
akad nikah.

2. Secara Praktis dapat digunakan sebagai pedoman atau pertimbangan bagi
instansi atau orang yang berkepentingan dalam menyelesaikan permasalahan
yang berkaitan dengan zawkil az-zauj dalam akad nikah. Misalnya KUA yang
menangani pelaksanaan tawkil az-zauyj dalam akad nikah atau Pengadilan
Agama yang menangani permasalahan yang disebabkan tawkil az-zayj dalam
akad nikah.

G. Definisi Operasional
Untuk menghindari adanya pemahaman yang menyimpang terhadap skripsi
ini, maka perlu adanya penjelasan yang dapat dipahami tentang beberapa istilah

berikut ini:
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Implementasi Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam :  Pelaksanaan  pasal
dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kebolehan suami mewakilkan
kabul dalam akad nikah.

Suami mewakilkan kabul dalam Akad Nikah : Suami mewakilkan kepada pria
lain untuk menerima kabul dalam akad nikah dikarenakan alasan yang
dibenarkan oleh syariat dan undang-undang. Untuk mempermudah
penulisan selanjutnya penulis menggunakan bahasa fawki/ az-zauj dalam
akad nikah sebagaimana istilah yang digunakan dalam beberapa kitab.

Kantor Urusan Agama : Instansi Departemen Agama yang bertugas
melaksanakan  sebagian tugas Kantor Departemen Agama
kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah
kecamatan.”®

H. Metode Penelitian
1. Data yang Dikumpulkan
Agar dalam pembahasan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan,
maka penulis membutuhkan data yang menunjukkan pelaksanaan kasus
tawkil az-zauyj dalam akad nikah di KUA kecamatan Wungu Kabupaten
Madiun. Di antaranya berupa:
a. Alasan terjadinya tawkil az-zauj dalam akad nikah

b. Cara melaksanakan tawki/ az-zauj dalam akad nikah

2 Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, Pasal 1
Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007, 432
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c. Pihak-pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan fawki/ az-zauyj dalam
akad nikah yaitu suami, istri, orang yang mewakili kabul dalam akad
nikah, wali, saksi dan sebagainya.

d. Sigatijab kabul dalam pelaksanaan fawkil az-zauj dalam akad nikah

e. Tempat dan waktu terjadinya tawkil az-zauj dalam akad nikah

2. Sumber Data
Dalam penyusunan penelitian ini sumber data yang penulis pergunakan
terdiri dari dua sumber data yaitu:
a. Sumber data primer, yang berupa sumber data primer di sini adalah
sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitiannya.
Yaitu dari Kepala KUA kecamatan Wungu Kabupaten Madiun serta para
pihak yang berkaitan dengan kasus zawki/ az-zauj dalam akad nikah.
b. Sumber data sekunder yaitu berupa data yang mendukung dan terkait
dengan penelitian ini di antaranya yaitu
1) Dokumen yang berkaitan dengan proses fawkil az-zauj dalam akad
nikah di KUA kecamatan Wungu berupa akta nikah, surat kuasa,
berita acara dan lain sebagainya.

2) Peraturan yang mengatur tentang fawkil/ az-zauj dalam akad nikah
seperti Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama nomor

11 tahun 2007.
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3) Literatur yang menjelaskan hukum tawki/ az-zauj dalam akad nikah.
Di antaranya adalah:
a) Fiqih as-Sunnah karya Sayyid Sabiq
b) Al-Hawi al-Kabir: fi Figih Mazhab al-Imam al-Syafi‘i oleh al-
Busairiy Abiy al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-
Mawardiy
c) Figh al-Islam wa Adillatuh oleh Wahbah az-Zuhailiy
d) Dan lain sebagainya.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Dokumenter
Yaitu mengumpulkan data berupa dokumen yang berkaitan dengan
proses tawkil az-zauj dalam akad nikah di KUA kecamatan Wungu.
Seperti akta nikah, surat kuasa, berita acara dan lain sebagainya.
b. Interview
Yaitu mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung secara
lisan kepada responden yaitu Kepala KUA kecamatan Wungu Kabupaten
Madiun serta para pihak yang berkaitan dengan kasus fawkil az-zauj
dalam akad nikah. Seperti pasangan pengantin, orang yang mewakilkan

kabul, saksi dan wali.



17

c. Telaah Pustaka
Teknik kepustakaan yakni pelengkap dari kedua teknis di atas yang
dapat dijadikan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang
dibahas.
4. Teknik Pengolahan Data
Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-
tahapan sebagai berikut:

1. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan
memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi
kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan
serta relevansinya dengan permasalahan.”’

2. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga
dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

5. Metode Analisis Data
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis
menggunakan metode deskriptif analisis kemudian disimpulkan dengan
menggunakan logika deduktif.
Metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan kasus tawkil az-zauj |
dalam akad nikah di KUA kecamatan Wungu Kabupaten Madiun kemudian

dikembangkan dengan pola pikir deduktif. Metode ini dipergunakan untuk

27 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004), 91
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membahas permulaan pembahasan dengan menggunakan teori-teori atau
dalil-dalil yang bersifat umum tentang fawkil az-zauj dalam akad nikah
Sistematika Pembahasan

Agar dalam penelitian terarah dan memudahkan peneliti dalam penulisan
hasil penelitian nanti, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam
lima bab sebagai berikut:

Bab I sebagai pendahuluan berisi tentang uraian latar belakang masalah,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,
definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Adapun Bab II merupakan landasan teori yang membahas tentang
pengertian akad nikah dan tawki/ az-zauj dalam akad nikah. Akad nikah dibahas
dalam tiga pembahasan, yaitu pengertian akad nikah, syarat dan rukun akad
nikah, cara melaksanakan akad nikah. Adapun fawki/ az-zauj dalam akad nikah
pembahasannya dibagi menjadi dua. Ketentuan hukum tentang tawkil az-zauj
dalam akad nikah menurut fiigaha’ dan menurut pasal 29 Kompilasi Hukum
Islam. Pembahasan mengenai ketentuan hukum tentang fawkil az-zauj dalam
akad nikah menurut fugaha’ dibagi menjadi empat bagian, yaitu pengertian
tawkil az-zauj dalam akad nikah, rukun dan syarat fawki/ az-zauj dalam akad
nikah serta tata cara fawkil az-zauj dalam akad nikah dan sigaf ijab kabulnya

serta alasan fawkil az-zauj dalam akad nikah.
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Bab III tentang hasil penelitian berisi gambaran umum KUA kecamatan
Wungu. Selanjutnya dipaparkan mengenai latar belakang terjadinya fawki/ az-
zauj dalam akad nikah di KUA kecamatan Wungu serta teknis dan dasar hukum
pelaksanaan fawkil az-zauj dalam akad nikah di KUA kecamatan Wungu.

Bab IV tentang analisis pelaksanaan fawkil az-zauj dalam akad nikah di
KUA kecamatan Wungu dan analisis terhadap implementasi pasal 29 Kompilasi
Hukum Islam tentang ketentuan suami mewakilkan kabul dalam akad nikah di
KUA kecamatan Wungu.

Adapun bab V merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan

dan saran.



BABII

AKAD NIKAH DAN TAWKIL AZ-ZAUJ DALAM AKAD NIKAH

A. Akad Nikah
1. Pengertian Akad Nikah
Akad berasal dari kata al-‘agd yang berarti perikatan, perjanjian dan

permufakatan atau al-ittifag.' Adapun akad menurut bahasa

3t 5o oty i 5 digan g Lo Uy 08T 252 s B oapbl 53
Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun maknawi dari satu
segi maupun dari dua segi.?

Akad atau perikatan terjadi ketika dua orang yang mempunyai kemauan
atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dalam
kata-kata atau sesuatu yang bisa dipahami. Maka terjadilah peristiwa hukum
yang disebut akad atau perikatan.’

Adapun pengertian akad nikah secara singkat adalah ijab dan kabul. Ijab
adalah pernyataan pertama oleh pihak pertama menunjukkan kemauan untuk
membentuk hubungan bersama suami istri. Dan pernyataan selanjutnya oleh

pihak kedua yang mengadakan akad untuk menyatakan rasa rida disebut kabul.

Selanjutnya kedua pernyataan tersebut disebut akad nikah.*

! Nasrun Haroen, Figh Muvamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 97

2 Wahbah az-Zuhailiy, Figh al-Islam wa Adillatuhu, Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 2917
3 Ahmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 19995), 1

4 Sayid Sabiq, Figh as-Sunnah, 467

20
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2. Syarat dan Rukun Akad Nikah

Para Ulama sepakat bahwa ijab dan kabul adalah dua rukun yang harus
ada dalam akad nikah. Akan tetapi mercka berbeda pendapat tentang jumlah
keseluruhan rukun akad nikah. Syafi’iyyah merumuskan bahwa rukun akad
nikah terdiri dari lima hal, yaitu sigaf yaitu ijab dan kabul, calon suami, calon
istri, dua orang saksi dan wali.’

Ulama sepakat menyatakan bahwa sigaf ijab kabul dalam akad nikah
tidak sah kecuali menggunakan lafaz inkah dan trazwij. Ulama juga sepakat
jika lafaz kabul bisa menggunakan bahasa dan lafaz apa saja selama dipahami
sebagai kabul. Akan tetapi ulama berbeda pendapat dalam lafaz selain nikah
dan kawin dalam ijab. Seperti lafaz hibah jual beli sedekah dan milik.® Ijab dan
kabul boleh diucapkan dengan bahasa selain bahasa Arab, karena pengucapan
ijab dan kabul dengan bahasa Arab tidak dinilai ibadah.”

Ijab kabul tidak sah jika tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Ijab kabul diucapkan oleh orang yang balig dan berakal atau dalam istilah
hukum disebut dengan orang yang cakap bertindak hukum. Cakap
bertindak hukum dalam istilah wshuol al-figh adalah ahliyyah al-ada’.

Anliyyah al-ada’ adalah sifat ketika seseorang telah dianggap sempurna

5 Muhammad asy-Syamma’, al-Mufid fi al-abhas fi al-ahkam az-zawaj wa at-talaq wa al-miras,
(Beirut: ad-Dar asy-Syammiyyah: 1995), 43

¢ Syamsu ad-Din Muhammad bin Muhammad al-Khatib asy-Syarbiniy, Mugni al-Mubtaj ila
Ma'‘rifati Ma‘ani al-Alfaz al-Minhgj, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al- Alamiyyah, 1994), 227

7 Ibrahim bin Muhammad bin Salim Ibnu Dauyan, Manar as-Sabil, (Beirut: Dar al-Kutub al-
* Alamiyyah, tt), 96.
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untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. 8Apabila salah
satunya tidak cakap hukum maka ijab kabulnya dihukumi sah jika diwakili
oleh walinya. Misalnya laki-laki yang bodoh.

b. Ijab kabul diucapkan dalam satu majelis. Artinya ijab kabul tidak diselingi
dengan persoalan lain atau sesuai dengan adat istiadat setempat.” Ulama
fikih berbeda pendapat mengenai ijab kabul harus dijawab langsung dengan
kabul. Ulama mazhab Hanafi tidak mensyaratkan ijab dijawab langsung
dengan kabul, asal tidak bersamaan dengan pembicaraan yang membuat
ijab batal, maka boleh selama kedua belah pihak dalam satu majelis.

c. Kabul tidak berbeda dengan ijab, kecuali dalam hal yang sifatnya lebih
baik atau lebih sempurna.'® Misalnya wali mengucapkan ijab saya nikahkan
kamu dengan anak saya dengan mahar satu rumah, selalu suami
mengucapkan kabul saya terima nikahnya anak anda dengan mahar satu
buah rumah dan satu buah mobil. Dalam kasus yang demikian akad
dianggap sah karena kabul telah mencakup ijab. Lain halnya jika mahar
yang disebutkan lebih sedikit, maka akadnya tidak sah.

d. Orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya atau menunjukkan

sikap berpaling dari ijab sebelum kabul diucapkan. Misalnya setelah

% Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus fImu Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah, 2005), 2
® Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, 469
1° Ibid.
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mengucapkan ijab sebelum kabul diucapkan, wali berbicara dengan orang
lain, yang demikian dianggap batal.!

e. Kedua belah pihak mendengar ijab dan kabul secara jelas dan memahami
maksudnya dengan baik'>

f. Ijab dan kabul bersifat tuntas atau tidak dikaitkan dengan syarat lainnya
yang dapat membatalkan akad. Misalnya saya nikahkan anak saya dan
kamu besok. Akad yang demikian menurut ulama tidak sah karena
dikaitkan dengan syarat dan waktu tertentu."

3. Cara Melakukan Akad Nikah
Akad nikah dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Akad nikah dengan lisan. Sebagaimana disebutkan bahwa syarat akad
nikah bahwa masing-masing orang yang berakad harus saling
mendengarkan. Oleh karenanya akad diucapkan dengan lisan.

b. Akad nikah dengan isyarat, misalnya orang bisu. Adapun orang bisu
adakalanya bisa menulis dan ada yang tidak. Jika tidak bisa maka
isyaratnya dianggap memberi pemahaman, dianggap cukup dan sah. Jika
bisa menulis ada dua pendapat:

1) Tidak sah dengan isyarat, karena akad dengan tulisan lebih jelas

daripada isyarat.

' Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Isiam, Jilid (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve:
2006), 1331

12 Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, 470
13 Abdul Aziz Dahlan, 1331
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2) Sah karena tujuan akad dianggap berhasil dengan isyarat

Menurut mazhab Hanafi yang menganut pendapat pertama berdasar

pada kaidah
pralall e sl 41550 g U e 06D

Artinya: Tulisan dari seorang yang gaib sama kedudukannya dengan

ucapan orang yang hadir )
3N G QUGN o2 305 980 e AV 3 (58 Anih

Artinya: Tulisan lebih kuat menunjukkan adanya keinginan dan lebih
terhindar dari kemungkinan 2 isyarat
Pendapat jumhur vlama termasuk Syafi‘i sah nikahnya orang bisu,
yang kelu lidahnya dengan isyarat karena keadaan mendesak.

c. Akad nikah dengan tulisan. Bila salah satu calon suami atau istri tidak ada,
maka cara akad nikahnya dengan mengirim surat atau tulisan yang berisi
ijab misalnya laki-laki mengirim surat, saya mengawini kamu, perempuan
menghadirkan saksi dan membacakan isi suratnya kemudian berkata, saya
menjadikan kalian sebagai saksi atas ini dan saya menerima pernikahan
dari laki-laki yang mengirim surat ini, maka sempurnalah akadnya.'*

Para Ulama sepakat menyatakan bahwa orang yang mampu berbicara
dan hadir dalam majelis akad tidak sah melaksanakan akad -nikahnya
dengan surat (tulisan) atau isyarat meski surat dan isyarat itu jelas dan
dipahami.

Akad nikah lewat surat boleh dilaksanakan bila salah satu dari orang

yang berakad gaib. Menurut ulama mazhab Hanafi akad nikah dengan surat

' Ibnu ‘Abidin, Rad al-Mukhtar, (Beirut: Dar al-Kutub al-’ Alamiyyah, tt), 73
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adalah akad yang dilangsungkan oleh pihak berakad yang tidak hadir atau
tidak mampu mengucapkan lafaz ijab dan kabul dengan mengirimkan surat
yang berisi ijab atau kabul ke tempat upacara akad untuk dibacakan
kembali dihadapkan pihak yang hadir dan dua orang saksi. Akan tetapi
akad tidak sah bagi yang hadir dan mampu mengucapkan akad. 13

Berbeda dengan mazhab Maliki, Syafi‘i dan Hambali. Akad nikah
lewat surat dalam arti di sini adalah sebagai suatu laporan atau
pemberitahuan bahwa wali telah menikahkan putrinya di tempat yang jauh
dengan seorang laki-laki. Pemberitahuan itu disampaikan kepada laki-laki
yang dimaksud dalam surat. Setelah dibaca dan dipahami, maka laki-laki
tersebut mengucapkan kabul dihadapkan saksi jika ia setuju.'®

Akad nikah lewat surat (tulisan) menurut mazhab Maliki, Syafi‘i dan
Hambali tidak sah baik salah satu atau kedua belah pihak hadir di tempat
akad. Hal ini karena akad nikah dengan surat sama halnya dengan kinayah.
Akad nikah tidak sah dengan kiasan meski lafaznya tegas dan jelas."”

Akan tetapi mereka memperbolehkan misalnya wali menuliskan lafaz
ijab kemudian membacanya lalu suami menjawab dengan mengucapkan
kabul. Demikian sebaliknya wali mengucapkan lafaz ijab lalu suami

membaca lafaz kabul yang ditulisnya. Apabila wali dan calon suami tidak

15 Abdul Aziz Dahlan, 1341
16 Ibid,
Y Ibid.
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bisa mengucapkan ijab dan kabul, maka wali menulis ijab lalu dilanjutkan
suami menulis kabul. Dengan demikian ijab dan kabul terdapat
kesinambungan serta Jttihad al-majlis juga terpenuhi.'®
d. Akad nikah dengan utusan. Misalnya laki-laki mengirim utusan pada
perempuan yang akan dinikahinya lalu utusan tersebut berkata: saya adalah
utusan dari fulan, dia mengutusku kepadamu, dia berkata padamu,
kawinkan aku terhadap dirimu. Lalu perempuan mendatangkan saksi dan
memperdengarkan perkataan utusan, kemudian di depan saksi perempuan
berkata saya menerima. Maka akad yang demikian mencukupi syarat
ittihad al-majlis.
B. Tawkil az-Zauj dalam Akad Nikah
1. Ketentuan Hukum tentang 7awki/ az-zauj dalam Akad Nikah Menurut
Fuqaha’
a. Pengertian Tawkil az-zauj dalam Akad Nikah
Akad nikah adalah peristiwa diucapkannya sigat ijab kabul antara
calon suami dan wali dari pihak calon istri. Apabila dalam akad nikah
tersebut suami tidak dapat hadir akan tetapi tetap berkeinginan untuk
melanjutkan akad, maka calon suami harus mengirimkan wakil atau menulis

surat kepada pihak lain untuk meminta dilaksanakan akad nikah untuknya."

18 Ibid,
19 Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, 470
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Seseorang yang mewakilkan urusannya kepada orang lain ini dalam
figh muamalah dikenal dengan akad wakalah. Adapun kata Wakalah secara
bahasa berarti perlindungan (a/-4ifz) dan pendelegasian (at-tatwid).?°
Adapun pengertian wakalah menurut istilah, para ulama merumuskan
dengan redaksi yang amat bervariasi. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa
wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain
dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.”!

Senada dengan rumusan tersebut, ulama Malikiyah berpendapat
bahwa wakalah adalah tindakan sesecorang mewakilkan dirinya kepada
orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya
yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati.??

Dengan istilah lain, kelompok Hanafiyyah merumuskan bahwa
wakalah itu berarti seseorang mempercayakan orang lain menjadi ganti
dirinya untuk berfasarruf pada bidang-bidang tertentu yang boleh
diwakilkan.”’

Ulama Syafi’iyyah mengatakan bahwa wakalah adalah suatu

ungkapan yang mengandung maksud pendelegasian sesuatu oleh seseorang

20 Wahbah az-Zuhailiy, juz 5, 4055
2 sayyid Sabiq, juz 3, 895
2 Helmi Karim, Figh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 21

2 <Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Figh ‘ala Mazahib al-Arba‘ah, Juz 4, (Beirut: Dar al-
Fikr, 1996),129
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kepada orang lain supaya orang lain tersebut melaksanakan apa yang
dikuasakan atas nama pemberi kuasa.**

Para fukaha telah sepakat bahwa setiap akad yang dapat dilakukan
sendiri oleh manusia boleh untuk diwakilkan kepada orang lain. Baik dalam
hal jual beli, melaksanakan hak-hak tertentu, pertikaian, pernikahan,
perceraian dan akad yang lain yang boleh diwakilkan.”

Dalam beberapa ayat al-Qur’an terdapat ayat yang menunjukkan
adanya wakalah, diantaranya dalam kisah Ashabul Kahfi pada surat al-

Kahfi ayat 19.
ol ) ods 155 28011000
Artinya: Maka surublah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota
dengan membawa uang perakmu ini.
Adapun surat an-Nisa’ ayat 35 menunjukkan adanya penunjukan
wakil dalam hal penyelesaian syigaq.

Artinya : Maka kirimlah seorang hakam dari kelvarga laki-laki dan
seorang hakam dari keluarga perempuan...

Selain dalil dua ayat di atas terdapat pula ayat dalam al-Qur’an yang
lain yang juga menunjukkan tentang wakalah. Selain itu juga terdapat

hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW juga pernah mewakilkan

% Ibid.
B Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, 524
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beberapa urusannya, di antaranya juga dalam hal menikah. Hal ini

sebagaimana hadis berikut:

mwtdl.\p«ul S?

2

qudwffjludtJZ@):{o&UU

Ve o‘ﬁ:-wgpéjs:bwl

Artinya: Malik dari Rabi’ah bin Abi ‘Abd ar Rahman dari Sulaiman bin

Yasar: Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus hamba sahayanya

Aba Rafi’ dan seorang laki-laki dari golongan Ansar, maka mereka

mereka menikahkan beliau dengan Maimunah binti al Haris dan
Rasulullah SAW berada di Madinah sebelum beliau keluar.
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Artinya: Maka memberi kabar kepadaku Mukhlad bin Ja‘far al-
Bagirhiy meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Jarir al-

Faqrh meriwayatkan kepada kami Mulhammad bin ‘Umar Ishaq
bin Muhammad meriwayatkan kepadaku Ja‘far bin Muhammad
bin ‘Aliy dari Ayahnya berkata: Rasulullah SAW mengutus
‘Amr bin Umayyah ad-Damriy ke Najasyi untuk melamar
Ummu Habibah binti Aby Sufyan bagi Rasul SAW dan dia
(Ummu Habibah) adalah janda dari ‘Ubaidillah bin Jahsyin,
maka ia menikahkannya bagi Rasulullah Saw dan ia memberi

% Muhammad Zakariya al-Kandahlawy, Awjaz al-Masalik ila Muwatta’ Malik, juz 6, (Beirut:
Dar al-Fikr, 1989), 341

YAbi ‘Abdillah Muhammad bin ‘Abdillah al-Hakim an-Naisaburiy, a/-Mustadrak ‘ala ash-
shohihain, juz 5, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2006), 28
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mahar kepada Ummu Habibah melalui Raja Najasyi dari Rasulullah
Saw sebesar empat ratus dinar. Abu Ja’far Muhammad bin Jarir
berkata: Kita tidak melihat Abdul Muluk bin Marwan ketika
memberikan mahar bagi perempuan sebesar empat ratus dinar kecuali
pada saat tersebut.

b. Rukun dan Syarat 7awkil az-zauj dalam Akad Nikah

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 10/DSN-MUL/IV/2000 Tentang

Wakalah secara umum memberikan rukun dan syarat wakalah adalah

sebagai berikut:

)]

2)

3)

Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)

a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.

b) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu,
yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan
untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

Syarat-syarat wakil (yang mewakili)

a) Cakap hukum,

b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,

¢) Wakil adalah orang yang diberi amanat.

Hal-hal yang diwakilkan

a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,

b) Tidak bertentangan dengan syariah Islam,

¢) Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.

Adapun secara terperinci pembahasan mengenai syarat dan rukun

tawkil az-zauj dalam akad nikah adalah sebagai berikut. Mengenai orang

yang mewakilkan pembahasannya dirumuskan dalam beberapa kitab

literatur dengan berbagai sudut pandang. Hal ini dikarenakan perbedaan

yang dimaksud dengan takwi/ az-zauj dalam akad nikah. Pelaksanaan

wakalah yang ada dalam pernikahan secara keseluruhan dapat dilaksanakan

oleh pihak calon suami, calon istri, dan wali dari pihak calon istri.
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Para ulama telah sepakat tentang sahnya mewakilkan dari pihak calon
suami demikian pula dengan sahnya wali mewakilkan dalam akad nikah.?®
Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat tentang bolehnya seorang
perempuan mewakilkan nikah. Ketentuan ini juga tidak jauh berbeda
dengan pembahasan sah tidaknya perempuan menikahkan dirinya sendiri
atau menikahkan orang lain. Hal ini dikarenakan perempuan tidak memiliki
hak secara langsung atas suatu akad, maka ia juga tidak memiliki hak untuk
mewakilkannya.”’

Mazhab Hanafiyyah berpendapat: akad nikah sah diwakilkan baik
oleh calon suami atau calon istri jika keduanya cakap hukum, yaitu balig
berakal dan merdeka. Mazhab ini berpendapat bahwa perempuan dapat
menikahkan dirinya sendiri, oleh karenanya sah pula mewakilkan akad
nikah.*

Jumhur Ulama selain Hanafiyyah berpendapat tidak sah perempuan
mewakilkan nikah kepada selain walinya. Karena ia tidak mempunyai hak
atas akad yang dilakukannya, maka ia juga tidak bisa mewakilkan kepada
orang lain. Akan tetapi wali mujbir seorang perempuan boleh mewakilkan

kepada orang lain tanpa seizin perempuan tersebut, sebagaimana kebolehan

2 Al-Maushi’ah al-Fighiyyah al-Quwaitiyyah, CD Maktabah Syamilah 2006
® Ibid.
30 Wahbah az-Zuhailiy, 6726
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wali mujbir menikahkannya tanpa izin.’' Sebagian Ulama Syafi’iyyah
berpendapat wali yang bukan wali mujbir tidak boleh mewakilkan akad
nikah kecuali dengan izin perempuan tersebut.”

Apabila perempuan tersebut tidak setuju maka tidak boleh
mewakilkan akad nikah. Apabila perempuan tersebut secara jelas
mengatakan, nikahkanlah saya, maka dapat diperbolehkan mewakilkan,
karena dengan izinnya bisa menunjuk wali, Jika wali bukan mujbir
mewakilkan nikah sebelum izin perempuan tersebut, maka itu tidak sah,
karena dia tidak berhak atas pernikahan, bagaimana mungkin dia boleh
mewakilkannya kepada orang lain.*?

Adapun orang yang mewakili atau orang yang bertindak sebagai wakil
harus memenuhi tiga syarat, yaitu laki-laki, balig dan berakal. Baik dia
merdeka atau budak, pintar atau bodoh. Karena budak dan orang yang
bodoh keduanya boleh menerima kabul bagi diri mereka masing-masing,
maka boleh pula menerima kabul bagi orang lain. Tidak sah mewakilkan
kepada perempuan, anak kecil dan orang gila, karena selama seseorang tidak
sah menerima kabul bagi dirinya sendiri, maka sah juga menerima kabul

bagi orang lain. Syarat tersebut adalah syarat ketika seorang laki-laki

' Ibid.
3 Ibnu Qudamah, a/-Mugni, (Beirut: Dar al-Kutub al-* Alamiyyah, tt ), 352
33 Wahbah az-Zuhailiy, 6726



33

diminta menjadi wakil untuk menikahkan muwakki/ dengan perempuan

yang telah ditentukan.**

Adapun jika diminta mewakili kabul dalam akad nikah dengan
perempuan yang belum diketahui, wakil harus memilih perempuan tersebut.
Apakah tiga syarat di atas sudah mencukupi, atau masih perlu ditambah
syarat wakil tersebut harus pandai. Ada tiga pendapat:

1) Pendapat pertama: Hendaknya wakil adalah orang yang pandai yang
dapat menerima kabul nikah bagi dirinya sendiri. Jika dia adalah orang
yang bodoh maka tidak boleh. Hal ini karena terbatasnya haknya dalam
nikahnya sendiri.

2) Pendapat kedua: Tidak harus wakil orang yang pandai, karena dia telah
diizinkan untuk menerima kabul, dan dia sah menerima kabul nikahnya
sendiri atas izin dari walinya.

3) Pendapat ketiga: Jika wakil tersebut telah ditunjukkan kabilah
perempuan yang akan diterima kabul akad nikahnya, meski tidak
ditunjukkan perempuannya langsung, maka diperbolehkan wakil
tersebut orang yang bodoh. Namun jika tidak ditunjukkan gabi/ah dan
perempuannya sama sekali, maka wakil tersebut tidak boleh orang yang

bodoh. Wakil harus orang yang pandai karena terdapat ikhtilaf dalam

34 Abi al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Busyairi, A/-Hawi al-Kabir, Juz
9, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ Alamiyyah, 2009), 115
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Wakil tidak dituntut untuk menyerahkan perempuan kepada
suaminya, tidak dituntut pula menyerahkan mahar serta kewajiban lain
seperti nafkah. Kecuali jika wakil adalah orang yang menanggung yang
telah disebutkan tadi. Mewakilkan akad nikah berbeda dengan mewakilkan
akad dalam jual beli, jumhur Ulama sepakat selain mazhab Hanabilah
karena hak akad kembali pada wakil tidak kepada muwakkil. Adapun
utusan hukumnya sebagaimana wakil >’

Oleh karena itu, istri menjadi hak penuh suami, suami dituntut untuk
memberikan mahar bagi istrinya, dan istri berhak menerima mahar tersebut
bukan wakil. Kecuali jika istri memberikan izin secara jelas, maka wakil
dapat menerima mahar. Jika Ayah atau kakek bermaksud menerima mahar
dan istri tidak menuntut kepada suami lagi, maka diamnya istri menurut
mazhab Hanafiyyah menunjukkan izin untuk ayah atau kakek untuk
menerima mahar.’®

Maka sah bagi salah satu dari keduanya untuk menerima mahar dan
suami telah bebas dari tanggungan mahar sebagaimana yang berkembang

dalam adat masyarakat bahwa orang tua menerima mahar pernikahan anak

perempuannya.”®

37 Wahbah az-Zuhailiy, 6731
* Ibid, 6723.
* Ibid.
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Jika istri tersebut adalah janda maka harus ada izin yang jelas jika
wakilnya bukan ayah atau kakek dan diamnya tidak dapat dianggap sebagai
ridanya. Mazhab Malikiyyah memisahkan antara perempuan yang
dinikahkan oleh wali mujbir dan bukan. Jika ia dinikahkan oleh wali mujbir
maka walinya berhak menerima mahar tanpa adanya perwakilan dari
perempuan. jika perempuan yang dinikahkan bukan oleh wali mujbir maka
pencrimaan mahar harus dengan tawki/yang sarip.*’

c. Macam Tawkil az-Zauj dalam Akad Nikah

Adapun batasan kekuasaan wakil menurut mazhab Malikiyyah sesuai
dengan macam perwakilannya, yakni mewakilkan secara mutlak atau
mugqayyad. Karena wakil adalah utusan dari orang yang diwakili maka dia
tidak mempunyai hak milik kecuali apa yang diwakilinya, dan ia
bertanggung jawab atas perkara yang diwakilinya. Jika wakil dari pihak lain
(fuduliy) maka kelanjutan akad tergantung pada persetujuan muwakkil*'

Mewakilkan secara muqayyad adalah jika muwakkil meminta wakil
untuk menikahkannya dengan perempuan dengan kriteria tertentu. Maka
wewenang wakil terbatas mencarikan perempuan sesuai kriteria yang

diminta muwakkil Dia tidak boleh melebihi batasan kriteria tersebut

“ Ibid, 6727.
 Ibid, 6733.
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kecuali jika itu demi kebaikan muwakkil* akan tetapi yang demikian
kelanjutan akad tergantung persetujuan muwakkil.

Apabila muwakkil juga menentukan batasan kelanjutan akad juga dan
wakil melanggar batasan tersebut maka menurut mazhab Hanafiyyah dan
Malikiyyah kelanjutan akad tergantung pada persetujuan muwakkil,
meskipun jika muwakkil telah dukhul dengan perempuan yang dinikahinya
tanpa mengetahui wakil melebihi batas kewenangannya, muwakkil tetap
memiliki hak untuk melanjutkan atau tidak akad yang dilaksanakan wakil. #?

Jika muwakkil membatasi perempuan yang ingin dinikahinya dengan
nama atau nama orang tuanya, jika wakil menikahkan muwakkil sesuai
dengan batasan tersebut maka akad dianggap terlaksana, jika wakil
menikahkan dengan perempuan yang tidak sesuai dengan batasannya maka
wakil dinilai telah menyalahi batasan tersebut. h

Adapun kelanjutan akadnya tergantung persetujuan muwakkil, jika
muwakkil setuju maka akad terlaksana, jika muwakkil tidak setuju maka
batal. Jika secorang wakil menyalahi batasan maka ia dinilai bukan orang

yang berwenang atas akad, dan orang yang demikian menurut mazhab

2 Sayyid Sabiq, 525
“ Wahbah az-Zuhailiy, 6728
“ Ibid,
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Malikiyyah dan Hanafiyyah tindakannya tergantung pada persetujuan orang
yang berkepentingan.“5

Adapun tawkil az-zawaj secara mutlak seperti contoh jika muwakkil
tidak membatasi perempuan yang ingin dinikahinya dengan kriteria sifat
tertentu berikut maharnya. Mazhab Hanafiyyah berbeda pendapat yang
dimaksud di sini adalah wakil menikahkan muwakki/ dengan perempuan
yang tidak sekufu dengan mahar yang tidak ditentukan. Karena kaidah yang
sesuai adalah sesungguhnya sesuatu yang mutlak harus dijalankan dengan
mutlak hal ini sesuai dengan mutlaknya lafaz dan tidak adanya
kesalahpahaman. Maka wakil hendaknya menikahkan muwakki/ dengan
mahar misil atau lebih banyak, atau ia menikahkannya dengan perempuan
yang buta, jelek, dan jika muwakkil adalah dari pihak perempuan, maka
akad dianggap lanjut jika wakil menikahkan dengan suami yang sekufu
dengan perempuan tersebut, baik pernikahannya dengan mahar misi/ atau
lebih sedikit, baik calon suaminya tampan atau jelek, sesuai dengan
kemutlakan akad. Hal ini menurut mazhab Hanafi disesuaikan dengan
mutlaknya perwakilan yang dilafazkan oleh muwakkil*®

Mazhab lain berpendapat jika wakalah secara muthlaq ini wakil juga

dibatasi kepantasan umum. Kemutlakan ini dibatasi oleh ‘wrf dan adat

S Ibid.
% Ibid 6729.
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bahwa pasangan hendaknya sekufu dan dengan mahar misil, sebagaimana
yang diketahui bahwa hal tersebut dibatasi oleh syarat. Jika wakil
menikahkan muwakkil dengan perempuan sekufu tanpa cacat dan dengan
mabhar yang tidak direkayasa maka akad lanjut bagi muwakkil ¥’

Jika wakil menikahkannya dengan perempuan yang buta, atau
terpotong dua tangannya, atau lumpuh separuh badannya, atau gila atau
yang compang-camping pakaiannya, atau dengan mahar yang direkayasa,
maka kelanjutan akad tergantung pada persetujuan muwakki/ menurut
pendapat Abu Yusuf, Muhammad dan Malikiyyah. Karena perbedaan
terminologi perwakilan yang berkembang dalam masyarakat.*®

Abu Yusuf dan Muhammad beralasan bahwa orang mengangkat orang
lain menjadi wakil untuk dimintai pertolongan demi kebaikannya. Oleh
karenanya meski tidak disebutkan batasan hukum, tidak lantas boleh
menikahkan dengan sembarang perempuan. Karena secara umum
hendaknya wakil memilih perempuan yang sekufu dan dengan mahar misl®
d. Tata Cara Tawkil az-Zauj dalam Akad Nikah dan SigarIjab Kabulnya.

Terdapat tiga cara tawkil az-zauj dalam akad nikah, yaitu:
1) Wali dari pihak calon mempelai perempuan mewakilkan kepada orang

lain

302

Y7 Ibid.
* Muhammad bin ‘Ali asy-Syawkaniy, Fath al Qadir, (Beirut: Dar al-Kutub al-*Alamiyah,tt)

* Sayyid Sabiq, 525
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Pelaksanaan fawkil dalam akad ini dilakukan oleh pihak wali dari
pihak calon istri yang mewakilkan kepada orang lain. Adapun sigat
yang diucapkan oleh wali ketika mewakilkan akad kepada orang lain
adalah:

“Bapak Naib (istilah yang lazim dipakai setempat) saya
wakilkan kepada Bapak untuk mewakilkan dan menikahkan anak
perempuan saya/ saudara perempuan saya/si fulanah dengan si fulan
dengan mas kawin... tunai”.>°

Penghulu menjawab: “Saya terima untuk mewalikan dan
menikahkan fulanah binti fulan dengan fulan bin fulan ”

Adapun lafaz yang diucapkan wakil wali ketika menikahkan

adalah sebagai berikut:
Vo st ol Ll y JS 5 OO iy A8 sliail g el 5 D (00 G

Hai fulan, saya nikahkan si fulanah Saya nikahkan kepadamu
fulanah binti fulan dengan engkau yang walin (a mewakilkan kepada
saya, dan engkau membayar maskawin... tunai’

2) Satu orang menjadi wakil dari dua pihak

Pada dasarnya suatu akad dilaksanakan oleh beberapa orang, akan
tetapi jumhur Hanafiyyah kecuali Zufar memperbolehkan akad oleh
satu pihak.’? Suatu akad dapat dilaksanakan oleh satu pihak jika dia

mempunyai kewenangan atas dua sisi, baik karena dia mempunyai hak

° Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, Lampiran Surat Edaran Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: DIVEd/Pw.00/84, 584

' Ibid,
52 Wahbah az-Zuhailiy, 6732
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dasar misalnya wali atas hak milik, atau hak yang diberikan seperti
wakalah.>

Akad yang demikian dapat dilaksanakan jika pihak yang bertindak
dalam akad seperti di bawah ini:

a) Jika akad ada kaitannya dengan dirinya sendiri dan ia berkedudukan
juga menjadi wali maka seorang anak paman boleh menikahi sendiri
anak perempuan pamannya, karena wakil dalam pernikahan sebagai
perantara dan tidak dituntut atas hak akad.

b) Jika ‘agid bertindak sebagai dirinya sendiri dan sebagai wakil bagi
pihak lain misalnya jika seorang perempuan mewakilkan kepada
wakil untuk menikahinya sendiri, maka wakil tersebut berkata di
depan saksi, fulanah binti fulan telah mewakilkan kepadaku sendiri
untuk menikahinya, maka saksikanlah bahwa aku akan menikahinya

c) Jika wakil adalah wali bagi kedua pihak misalnya jika kakek
menikahkan cucu perempuan dari anak laki-lakinya dengan cucu
laki-laki dari anak laki-lakinya yang lain, dan seperti jika dia
menikahkan anak perempuannya yang kecil dengan anak laki-laki

adik laki-lakinya yang berada dalam tanggungannya..

d) Jika wakil adalah wakil dari dua belah pihak misalnya jika seorang

perempuan dan seorang laki-laki mewakilkan nikahnya pada

33« Ala’ ad Din Abi Bakar bin Mas’ud al-Ka’sani al-Hanafi, 49
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seorang, maka wakil tersebut berkata: Saya nikahkan fulanah
dengan fulan
e) Jika seorang menjadi wali dari salah satu pihak dan menjadi wakil
dari pihak lain misalnya jika seorang laki-laki mewakilkan kepada
orang lain untuk menikahkan putri kecilnya, dan wakil tersebut
menikahinya sendiri.>*
Adapun menurut mazhab Syafi‘i akad hanya dapat dilaksanakan
oleh satu pihak terbatas sebagaimana dalam contoh nomor tiga dengan

alasan darurat> Contoh sigamya adalah saksikanlah bahwa aku telah

menikahkan fulanah baginya. au Lzory; 45 3 g2

3) Calon suami mewakilkan kabul kepada orang lain
Pelaksanaan akad nikah dalam macam tata cara ini dilaksanakan
dengan cara calon suami mewakilkan akad nikah kepada orang lain.
Sedangkan wali bertindak sendiri dalam hal menikahkan anak
perempuannya. Contoh sigat ijabnya adalah iy <uas) saya nikahkan
anak perempuan saya. Adapun sigaf kabul dari wakil suami adalah saya

terima nikahnya bagi fulan (dlsalSiculs ). Apabila wali mewakilkan

3% Wahbah az-Zuhailiy, 6733
55 «Ala’ ad-Din Abi Bakar bin Mas’id al-Kasani al-Hanafi, 49
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kepada orang lain untuk menikahkan maka contoh sigat lafaz ijabnya
adalah saya nikahkan fulanah dengan fulan. ( Ui 4 &a 55) %
Alasan Mewakilkan Kabul dalam Akad Nikah

Kebolehan mewakilkan dalam akad nikah bukanlah hukum yang pada
awalnya berupa larangan yang kemudian diperbolehkan karena adanya
darurat. Seperti contoh seseorang diperbolehkan makan bangkai ketika
sama sekali tidak ada makanan dan dalam keadaan kelaparan.

Oleh karenanya tidak ada ketentuan syarat yang menyebabkan
diperbolehkannya mewakilkan kabul dalam akad nikah. Selama suami
berhalangan hadir dalam akad nikah dengan alasan apapun, dia boleh
mewakilkannya kepada orang lain.

Salah satu alasan yang menyebabkan suami mewakilkan akad adalah
karena sedang berada di tempat yang jauh sehingga menyebabkannya
berhalangan hadir dalam akad nikah. Selain itu jika calon suami masih

belum dewasa maka ia juga bisa mewakilkan kabulnya kepada orang lain.%’

2. Ketentuan Hukum tentang Suami Mewakilkan Kabul dalam Akad Nikah

Menurut Pasal 29 KHI

Pasal 29 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: Yang

berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi. Pasal

% Abi Yahya Zakariyya al-Ansariy asy-Syafi’i, Asna al-Matalib syarah Raudah at Talib, Juz 6,
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘ Alamiyyah, 2001), 333.

57 Abi Bakar ‘Usman bin Muhammad Syatta al-Dimyati al-Bakr, 7‘anah ar-Talibin, (Beirut:
Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1995), 543.
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ini secara jelas menyebutkan bahwa kabul semestinya menjadi keharusan bagi
suami secara pribadi.

Pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan tawkil
az-zayj yang demikian. “Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat
diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi
kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu
adalah untuk mempelai pria”. Pengucapan kabul dengan cara demikian,
semestinya tidak dilakukan secara sepihak, akan tetapi harus mendapat
persetujuan calon mempelai wanit a’®

Pernikahan yang melibatkan dua pihak yakni calon suami dan calon istri,
diharapkan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karenanya
dalam pasal 29 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Dalam
hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili,
maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan”. Hal ini untuk menghindari tidak
adanya kerelaan dari masing-masing pihak yang menjadi dasar rukun
pernikahan. Ketentuan dari pasal di atas menunjukkan upaya pencegahan wakil
melakukan penyimpangan atas akad yang diucapkannya.*

Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan fawkil az-zauj
dalam akad nikah secara umum. Hal ini dapat dilihat dari bunyi pasal 2 bahwa

dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain.

58 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 99
% Ahmad Kuzari, 62
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Istilah “dalam hal-hal tertentu” dalam pasal ini masih demikian umum dan
multitafsir. Namun di sisi lain terdapat segi positif bahwa dengan ini membuka

wacana untuk di jadikan bahan diskusi.



BAB III

PELAKSANAAN TAWKIL AZ ZAUIDALAM AKAD NIKAH DI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WUNGU

A. Sekilas Gambaran tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu

KUA adalah Instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan
sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan
agama Islam dalam wilayah kecamatan.'

Kedudukan, tugas dan fungsi KUA mengacu kepada Keputusan Menteri
Agama nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA. Kedudukan
KUA diatur dalam Pasal 1 “KUA kecamatan berkedudukan di wilayah
kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten / Kota yang di koordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam
atau Bimas dan Kelembagaan Agama Islam™

Tugas KUA diatur dalam Pasal 2, yaitu : “KUA mempunyai tugas
menyelesaikan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di
bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan”. Fungsi KUA diatur
dalam Pasal 3, yaitu : “Dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud dalam

Pasal 2, KUA kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

! Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, Pasal 1 ayat
1 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan, 432

2 bid, 418.
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a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi

b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah
tangga KUA kecamatan

c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina
masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan
pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan
penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku

KUA kecamatan Wungu adalah salah satu dari kecamatan yang ada di
kabupaten Madiun. Beralamat di JI. Raya Dungus Mojopurno nomor 20 instansi
ini bertempat dalam sebuah bangunan dengan luas 265,2 M? bersebelahan dengan
pemakaman umum desa Mojopurno. Bangunan yang dibangun sejak 1984
tersebut kini dalam proses renovasi demi meningkatkan pelayanan masyarakat di
bidang yang menjadi tugas KUA.?

Selain melaksanakan tugas dalam hal pencatatan nikah dan rujuk, KUA
kecamatan Wungu juga mempunyai tugas mengurus dan membina bidang
keislaman lainnya. Seperti masjid, zakat, wakaf, bait al-mal dan ibadah sosial,
kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah dan lain sebagainya.

Di lingkungan kecamatan Wungu yang wilayahnya terdiri dari 12 desa dan
2 kelurahan, tercatat 45 masjid, 194 langgar dan 10 musalla yang menampung
53236 penduduk muslim yang ada. Adapun jumlah lokasi tanah wakafnya
terdapat 83 lokasi yang 34 di antaranya telah besertifikat.

KUA kecamatan Wungu dengan berbagai tugas dan tanggung jawabnya

secara intern menyusun pola pembagian kerja atau job description sesuai dengan

3 Pendataan Data KUA Kecamatan Wungu 2010
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susunan organisasi yang ada. Adapun pola pembagian kerja sesuai dengan

struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

1.

Ahmad Zainuri, S.Ag, M,Si. Sebagai Kepala KUA. Kepala KUA adalah
pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri Agama yang mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.
Sebagai Kepala KUA bertugas:

a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan
nikah dan rujuk serta mendaftar salinan penctapan Pengadilan Agama
cerai talak dan cerai gugat yang dikirimkan

b. Menjabat sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf)

c. Menjabat sebagai BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian
Perkawinan) melayani dan atau konsultasi problem rumah tangga

d. Menjabat sebagai Ketua Satgas Gerakan Keluarga Sakinah di tingkat
kecamatan

e. Mengusulkan pengukuhan BAZ kepada Camat, mengusulkan IPHI dan
pelaksana manasik haji

f. Menerima, meneliti, memperhatikan dan atau menjawab semua surat-
surat yang masuk serta melegalisasi sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku
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g. Menandatangani surat keluar dan bertanggung jawab terhadap
manajemen, administrasi dan inventarisasi

h. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran biaya pencatatan nikah dan
menyetorkan secepatnya, bertanggung jawab serta pengelola PNBP NR
dan DIPA Operasional.

2. Slamet Diono, S.Ag. menjabat sebagai Penghulu. Adapun penghulu adalah
Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas ,
tanggung jawab wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau
pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan
kegiatan kepenghuluan®. Pada KUA kecamatan Wungu penghulu memiliki
tugas:

a. Membantu kelancaran pelayanan administrasi kepada masyarakat dalam
melakukan pengawasan NR

b. Bendahara pembantu PNBP NR dan Operasional, Haji dan RTB

c. Pendaftaran Nikah dan Rujuk serta penulisan NB

3. Ismanto sebagai staf bertugas:

a. Membantu kelancaran pelayanan administrasi kepada masyarakat

hubungannya nikah rujuk

4 Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, Himpunan
Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, Pasal 1 ayat 1 Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara NO 20 Tahun 2005 hal 304
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b. Penulisan Register Nikah, penjilidan, pemeliharaan inventaris dan sarana
prasarana
4. Anik Moezayanah, S.Pd.I. sebagai Pegawai Tidak Tetap
a. Mengerjakan Laporan Bulan, Triwulan, Semester dan Tahunan, Buku
Stok dan Setor BRI
b. Mengagenda Surat Masuk dan Surat Keluar, penulisan Wakaf dan
Rekomendasi Nikah
c. Membantu seluruh tugas administrasi dan kantor
5. Faidlatul Hasanah, S.Pd.l. sebagai Pegawai Tidak Tetap
a. Menggerakkan penulisan N/Register Nikah, NA/Kutipan Akta Nikah,
Duplikat dan Surat Keterangan
b. Mengagendakan salinan penetapan cerai Talak dan Gugat dari PA
c. Membantu seluruh tugas administrasi dan kantor
6. Suminah sebagai Penjaga Kantor bertugas Menjaga dan membersihkan
kantor.’
7. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, adalah anggota masyarakat tertentu yang
diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/ kota untuk
membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu®. Pembantu Pegawai Pencatat

Nikah di lingkungan KUA kecamatan Wungu adalah sebagai berikut:

3 Job Description KUA Kecamatan Wungu tahun 2011

¢ Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Kementrian Agama Republik Indonesm, Himpunan
Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, Pasal 1 ayat 4 PMA No 11 Tahun 2007 tentang
Pencatatan Pernikahan, 432



Tabel 1
Daftar Nama Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
No. Nama Desa/Kelurahan
1. | Myjiono Brumbun
2. | Kusnudin Bantengan
3. | Paimun Karangrejo
4. | Suyudi Kresek
5. | Suwito Mojorayung
6. | Sabarudin Mojorayung
7. | Sujatno Mojopurno
8. | Badrun Munggut
9. | Didik JK Munggut
10. | Agus Samsudin Munggut
11. | Thoha Ali Samsun Nglanduk
12. | Suprapto Nglambangan
13. | Parno Pilangrejo
14. | Supriyadi Sidorejo
15. | Amali Sobrah
16 | Sahudi Tempursari
17. | Nidlom, §.Pd.1 Wungu

51

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah berkedudukan pada masing-masing
desa yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan surat keputusan yang

dikeluarkan oleh Kandepag Kabupaten Madiun.
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B. Latar Belakang Terjadinya 7Tawkil az zauj di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Wungu

Siti Masfufah binti alm Moh. Suhud menikah dengan Maskor bin Kusran
pada tanggal 5 Desember 1990. Pernikahan ini diawali oleh perkenalan keduanya
ketika Siti Masfufah pertama kalinya naik kapal terbang untuk pergi merantau
menjadi tenaga kerja wanita ke Arab Saudi. Pengalaman pertama naik kapal
terbang, membuatnya tegang dan ketakutan. Bantuan dari Maskor ketika
menemaninya ke kamar mandi dalam pesawat memberikan kesan yang
mengantarkan kebersamaan mereka ke jenjang yang lebih dekat.

Namun pernikahan mereka tidak berjalan sesuai dengan harapan. Tidak
sampai setengah tahun membina rumah tangga, kebutuhan ekonomi memaksa
Siti Masfufah kembali mengadu nasib ke Arab Saudi. Jarak jauh harus mereka
jalani demi kelangsungan kehidupan mereka. Namun di sisi lain, jarak jauh ini
justru tidak semakin mendekatkan keduanya, melainkan menjadi salah satu
penyebab perpisahan.

Maskor yang memilih tidak meneruskan pengalaman kerjanya di Arab
Saudi memilih tetap tinggal dan bekerja di Blitar, terpikat saudara sepupu Siti
Masfufah. Maskor menikah dengan saudara sepupu Siti Masfufah tanpa
menjatuhkan talak secara resmi di pengadilan agama. Siti Masfufah tidak
menggubris keadaan itu dan tetap meneruskan kehidupannya di Arab Saudi

hingga bertemu dengan Agus Kholiq.
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Pertengahan tahun 2000 Siti Masfufah dan Agus Kholiq sepakat
meresmikan kedekatan mereka dengan pernikahan. Siti Masfufah dengan
statusnya yang tidak pernah bertemu dan tidak dinafkahi baik lahir maupun batin
oleh Maskor selama bertahun-tahun, memutuskan melakukan akad nikah dengan
Agus Kholiq. Akad nikah ini terlaksana atas pertolongan majikannya di Arab
Saudi. Kemudian mereka kembali ke Indonesia bersama untuk meresmikan
pernikahannya di KUA.

Keinginan keduanya meresmikan pernikahan di KUA terkendala status Siti
Masfufah yang belum memiliki akta cerai resmi dari Maskor. Di tengah
terbatasnya waktu cuti kerja, mereka mendatangi Maskor meminta kesediaannya
membatu mereka agar hadir di persidangan atas perkara cerai gugat yang
dilayangkan oleh Siti Masfufah. Kala itu keduanya mendapati bahwa Maskor
telah bercerai dengan sepupu Siti Masfufah dan menikah dengan orang lain
dengan di karuniai satu orang anak dan istri ketiganya yang tengah mengandung.

Maskor yang kehadirannya menentukan diterbitkannya akta cerai sebagai
syarat nikah Siti Masfufah dan Agus Kholiq, mangkir untuk hadir. Sehingga
menyebabkan mundurnya masa idah yang diperkirakan beberapa hari sebelum
hari resepsi pernikahan Siti Masfufah dan Agus Kholiq.

Ketidakhadiran Maskor menyebabkan perkara cerai gugat yang diajukan
oleh Siti Masfufah di putus verstek pada tanggal 26 Juni 2000. Perkara cerai

gugat dengan nomor 259/Pdt.G/2000/PA.Kab.Mn ini dibuktikan lewat akta cerai
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Nomor 380/AC/2000/PA.Kab.Mn pada tanggal 10 Agustus 2000. Adapun Siti
Masfufah dalam keadaan ba’da dukhul dan dalam keadaan suci.

Terhitung dari tanggal dikeluarkannya putusan cerai antara Maskor dan
Siti Masfufah pada tanggal 26 Juni 2000, idah Siti Masfufah habis sekurang-
kurangnya pada tanggal 26 September 2000. Hal ini dikarenakan Siti Masfufah
adalah janda cerai dalam keadaan ba’da dukhul dan masih mengalami haid,
schingga idahnya sekurang-kurangnya 90 hari.

Habisnya masa ‘iddah pada 26 September 2000 jauh dari perkiraan mereka
sebelumnya. Mercka telah menentukan tanggal resepsi pernikahan mereka pada
tanggal 21 September karena keesokan harinya adalah jadwal penerbangan Agus
Kholiq untuk kembali ke Arab Saudi karena telah habis masa cuti dan visa.
Undangan yang telah disebar serta berbagai persiapan yang tidak bisa dibatalkan
lagi memaksa mereka harus mencari jalan keluar dari permasalahan ini.

Menunda keberangkatan Agus Kholiq hingga sekurang-kurangnya tanggal
26 September mustahil dilakukan. Karena dengan demikian mereka harus
mengundur tanggal pelaksanaan resepsi yang telah dipersiapkan mulai undangan,
dekorasi pelaminan dan lain sebagainya. Selain itu, menunda pemberangkatan
berarti harus mengurus perpanjangan visa dan melebihi masa cuti kerja. Hal ini
bisa menyebabkan Agus Kholiq kehilangan pekerjaannya dan memberikan

kerugian secara materiil yang jumlahnya tidak sedikit.
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Akhimya jalan keluar ditawarkan oleh Mukti Wibowo orang tua Agus
Kholiq untuk melaksanakan resepsi pernikahan terlebih dahulu kemudian baru
akad nikah dengan jalan tawkil zauj dalam akad nikah. Lagi pula keduanya telah
melakukan akad nikah sebelumnya di Arab Saudi. Setelah dikonsultasikan
kepada pegawai pembantu pencatat nikah Desa Mojopurno kala itu yakni Samidi
dan Kepala KUA kecamatan Wungu, solusi dari Mukti Wibowo tersebut
disetujui.

Setelah solusi tersebut mendapat persetujuan dari pegawai pembantu
pencatat nikah dan Kepala KUA kecamatan Wungu, maka resepsi pernikahan
digelar sebagaimana yang telah direncanakan. Pernikahan dengan cara
mengakhirkan akad nikah setelah resepsi ini tidak diketahui oleh masyarakat
secara umum.

Hal ini disembunyikan karena dikhawatirkan timbulnya kesalahpahaman
masyarakat tentang status pernikahan pasangan tersebut. Hanya anggota
keluarga, pegawai pembantu pencatat nikah dan Kepala KUA kecamatan Wungu
saja yang mengetahui pelaksanaan pernikahan yang demikian.

Setelah resepsi selesai digelar keesokan harinya Agus Kholiq berangkat
untuk kembali bekerja di Arab Saudi setelah sebelumnya membuat surat kuasa
untuk memenuhi persyaratan tambahan bagi pelaksanaan tawkil zauj bagi akad
nikah. Adapun wakil yang ditunjuk adalah Faifsan Taufiq yaitu adik kandung

dari Agus Kholiq. Berdasarkan kartu keluarga No. 474.5/286/06.2015/0649/1991
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yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daecrah Tingkat II Tulungagung,
Faifsan Taufiq adalah anak ke lima dari enam bersaudara pasangan Mukti

Wibowo dan Sayekti. Sekaligus adik ke empat dari Agus Kholig.”

. Teknis dan Dasar Hukum Pelaksanaan Tawkil az zauj dalam Akad Nikah di
KUA Kecamatan Wungu

Pelaksanaan fawkil az-zauj dii KUA kecamatan Wungu merupakan kasus
yang baru terjadi satu kali dalam kurun waktu mulai berdirinya instansi tersebut
hingga saat ini. Adapun kasusnya sebagaimana tersebut di atas antara Agus
Kholiq yang mewakilkan kabul dalam akad nikah kepada Faifsan Taufiq dalam
pernikahannya dengan Siti Masfufah.

Prosedur pelaksanaannya sebagaimana ketentuan pencatatan pernikahan
secara administratif. Adapun perbedaannya dalam pembuatan surat kuasa oleh
calon suami bahwa akad nikah yang diucapkan wakil adalah untuknya, ucapan
kabul yang dilafazkan wakil suami dan penandatanganan taklik talak diserahkan
kepada suami.

Tawkil az zauj tersebut dilaksanakan pada tahun 2000. Adapun dasar
pelaksanaannya adalah Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 23 Peraturan
Menteri Agama nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat

Nikah.

7 Siti Masfufah, wawancara, Madiun, tanggal 16 Juni 2011
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Pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam secara umum mengatur bahwa
tawkil az zauj dalam akad nikah diperbolehkan. “Dalam hal-hal tertentu ucapan
kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai
pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas
akad nikah itu adalah untuk mempelai pria”.

Berdasarkan Pasal 23 ayat 3 Peraturan Menteri Agama nomor 2 Tahun
1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, “Wakil dari suami harus
dikuatkan dengan surat kuasa yang disahkan oleh PPN atau Pembantu PPN yang
dahulu memeriksa atau oleh kepala Perwakilan Republik Indonesia setempat
apabila calon suami atau wali nikah berada di luar negeri”.

Maka dibuatlah surat kuasa tertulis dari Agus Kholiq kepada wakil yaitu
Faifsan Taufiq bahwa akad yang akad dilakukan adalah atas nama Agus Kholiq.
Dalam surat kuasa yang dibuat di Tulungagung tertanggal 11 September 2000,
Faifsan TaufiqQ menyetujui untuk menerima kuasa mengucapkan kabul dalam
akad nikah. Surat kuasa tersebut di tanda tangani oleh kedua belah pihak yang
memberi kuasa Agus Kholiq dan yang diberi kuasa Faifsan Taufiq. Selain itu
juga di tanda tangani oleh Mukti Wibowo dan Suyani Mukhlis sebagai saksi atas
proses pewakilan tersebut.

Pernikahan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 September 2000 jam
09:00 WIB di KUA Madiun. Sesuai dengan yang diterangkan dalam surat kuasa

dan daftar pemeriksaan nikah nomor 229/06/2000. Pada hari tersebut dari pihak
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mempelai wanita Siti Masfufah didampingi oleh wali nikahnya yaitu Imam
Sarbini sekaligus kakak kandungnya datang ke KUA. Adapun dari pihak
mempelai laki-laki diwakili oleh Faifsan Taufik.

Akad nikah tersebut dipimpin oleh Tasrifan yang menjabat sebagai kepala
KUA Wungu dan dihadiri oleh dua orang saksi. Saksi pertama yaitu Samidi
pembantu pegawai pencatat nikah desa Mojopurno. Saksi kedua adalah Suyani
Mukhlis yang juga bertindak sebagai saksi pelaksanaan fawkil.

Tasrifan sebagai penghulu terlebih dahulu menerima tawk7/ wali dari Imam
Sarbini. Kemudian dilanjutkan pengucapan ijab kabul dengan Faifsan Taufiq.
Tjab kabul dilaksanakan menggunakan bahasa Indonesia. Adapun sigat ijab yang
digunakan adalah “Saya nikah dan kawinkan Siti Masfufah binti Moh. Suhud
dengan Agus Kholiq bin Mukti Wibowo dengan mas kawin lima puluh ribu
rupiah”.

Adapun sigat kabul dari wakil suami adalah “Saya terima nikah dan
kawinnya Siti Masfufah binti Moh. Suhud bagi saudara laki-laki saya Agus
Kholiq dengan mas kawin lima puluh ribu rupiah di bayar tunai”. Dalam ijab
kabul tersebut telah terlihat bahwa Faifsan Taufiq menyebutkan secara tegas
bahwa kabul akad nikah yang diucapkannya adalah untuk saudara laki-lakinya.®

Hal ini sebagaimana keterangan Kusnudin Ketua KUA Kebonsari yang pada

8 Kusnudin, Ketua Kantor Urusan Agama Kebonsari, wawancara, Madiun, tanggal 15 Juli
2011
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tahun 2000 menjabat sebagai wakil Pegawai Pencatat Nikah di KUA kecamatan
Wungu.

Setelah ijab kabul selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan
penandatanganan akta nikah. Karena pada hari tersebut yang hadir adalah wakil
dari suami, maka yang menandatangani adalah wakil dari suami tersebut. Dalam

lembaran akta nikah model N tersebut dengan jelas ditulis dalam bagian X

bahwa:

jika calon suami tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diwakilkan
kepada:

Nama : Faifsan Taufiq

Umur : 23 tahun

Warga negara : WNI

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Tulungagung

Tanggal surat kuasa : 11 September 2000

Berdasarkan pemeriksaan nikah, suami yakni Agus Kholiq menyetujui
untuk membaca dan menandatangani taklik talak. Meskipun akta nikah dan
surat-surat lainnya ketika itu ditandatangani oleh wakil dari suami, akan tetapi
untuk taklik talak diserahkan kepada suami.

Pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Agama nomor 2 Tahun 1990 Kewajiban
Pegawai Pencatat Nikah menyebutkan bahwa: Apabila waktu akad nikah suami

mewakilkan kabul kepada orang lain, maka taklik talak itu dibaca dan
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ditandatangani oleh suami pada waktu lain di muka PPN atau Pembantu PPN
tempat akad nikah dilakukan atau yang mewilayahi tempat tinggalnya.’

Ahmad Zainuri Ketua KUA Kecamatan Wungu menuturkan bahwa
pelaksanaan fawkil az zauj dalam akad nikah diperbolehkan oleh hukum Islam,
baik menurut pendapat para fikaha’ maupun undang-undang dan peraturan yang
mengatur pernikahan di Indonesia. Namun kebolehan ini kurang dipahami
masyarakat secara umum. Karena menjadi suatu hal yang jarang sekali terjadi
jika dalam sebuah akad pernikahan suami tidak hadir dan kabulnya diwakilkan
kepada orang lain.

Pelaksanaan tawkil az zauj dalam akad nikah di KUA kecamatan Wungu
juga demikian adanya. Hal tersebut disembunyikan dari masyarakat secara
umum untuk menghindari kesalahpahaman. Masalah akad nikah yang terpaksa
dilaksanakan setelah resepsi pernikahan karena menyesuaikan habisnya masa
idah dan pelaksanaan tawkil az zauj dari Agus Kholiq kepada Faifsan Taufiq.

Namun di sisi lain ketidakpahaman masyarakat secara umum ini juga
memberikan dampak positif. Sebagaimana kita tahu bahwa cukup banyak
penduduk Indonesia yang bermukim di luar negeri. Baik karena alasan
menempuh pendidikan, pekerjaan, menjadi tenaga kerja dan lain sebagainya.

Justru ketika masyarakat kurang paham dengan hukum ini, maka tidak banyak

2 Ahmad Zainuri, Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, wawancara, Madiun,
tanggal 15 Juni 2011
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pula pernikahan yang dilakukan dengan fawkil az zayj dalam akad nikah
semacam ini.

Hal ini dikarenakan kekhawatiran bila tawki/ az zauj dalam akad nikah ini
marak di masyarakat justru disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak
bertanggung jawab. Dengan alasan sedang berada di luar negeri misalnya,
mereka dengan mudah melakukan tawkil az zauj dalam akad nikah. Padahal akad
nikah bukanlah seperti akad lain yang dengan mudah dapat diwakilkan. Akad

nikah adalah akad yang akan mengikat kehidupan suami istri selamanya. '’

10 Kusnudin, wawancara, Madiun, Tanggal 15 Juni 2011



BAB IV
ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 29 KOMPILASI HUKUM
ISLAM TENTANG KETENTUAN KEBOLEHAN SUAMI
MEWAKILKAN KABUL DALAM AKAD NIKAH DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN WUNGU

. Analisis Pelaksanaan 7awki/ az zauj dalam Akad Nikah di KUA Kecamatan
Wungu

Pelaksanaan tawkil az-zauj di KUA Kecamatan Wungu merupakan kasus
yang baru terjadi satu kali dalam kurun waktu mulai berdirinya instansi tersebut
hingga saat ini. Adapun kasusnya sebagaimana tersebut di bab III yaitu antara
Agus Kholiq yang mewakilkan kabul dalam akad nikah kepada Faifsan Taufiq
dalam pernikahannya dengan Siti Masfufah.

Adapun kebolehannya bukanlah hukum yang pada awalnya berupa larangan
yang kemudian diperbolehkan karena adanya darurat. Seperti contoh seseorang
diperbolehkan makan bangkai ketika sama sekali tidak ada makanan dan dalam

keadaan kelaparan. Kebolehan ini berdasarkan pada kaidah sebagai berikut:
Wt o s 3% 513 dsuy ot g i

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil
yang mengharamkannya.”
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Sescorang yang sah melakukan sesuatu secara pribadi sah mewakilkan

sesuatu tersebut kepada orang lain dan sah menjadi wakil dari orang lain.
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Para Fugaha’telah sepakat bahwa setiap akad yang dapat dilakukan sendiri
oleh manusia boleh untuk diwakilkan kepada orang lain. Baik dalam hal jual beli,
melaksanakan hak-hak tertentu, pertikaian, pernikahan, perceraian dan akad yang
lain yang boleh diwakilkan.

Merujuk pada syarat dan rukun yang ada, pelaksanaan fawki/ az-zauj dalam
akad nikah di KUA kecamatan Wungu telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan. Muwakkil yaitu Agus Kholiq adalah laki-laki yang balig dan berakal.
Dia telah cakap hukum untuk melakukan suatu perbuatan secara pribadi maka
dia juga boleh mewakilkan urusannya kepada orang lain.

Faifsan Taufiq sebagai wakil adalah orang yang sah melakukan sesuatu
secara pribadi, maka dia juga sah menjadi wakil dari orang lain. Dalam
pelaksanaan pengucapan lafaz kabul ia secara tegas mengungkapkan bahwa
kabul yang diucapkannya adalah bagi saudara laki-lakinya. Hal ini juga telah
sesuai dengan syarat sah dari mewakilkan kabul dalam akad nikah.

Tawkil az zauj yang terjadi di KUA kecamatan Wungu menurut macamnya
merupakan tawkil mugayyad. Dalam tawkil az-zauj ini calon suami yaitu Agus
Kholiq secara terbatas memberikan kuasa kepada adik laki-lakinya yakni Faifsan
Taufiq untuk menerima kabul atas pernikahannya dengan Siti Masfufah. Tawkil
yang diberikan secara terbatas ini dapat dilihat dari surat kuasa yang dibuat

sebagai syarat pelaksanaan fawkil az-zauj dalam akad nikah.



Meskipun demikian konsep tawkil az-zauj secara tawkil mugayyad dalam
pembahasan literatur kitab yang ada dalam landasan teori pada prakteknya telah
berbeda dengan yang terjadi di masyarakat. Tawkil az zauj secara tawkil
muqayyad dalam pembahasan kitab lebih mengarah bahwa wakil merupakan
orang yang diminta calon suami untuk mencarikan pasangan sekaligus
menikahkan. Pada zaman sekarang mungkin lebih dikenal dengan biro jodoh.

Adapun yang terjadi di KUA kecamatan Wungu calon suami terbatas
mewakilkan dalam hal pengucapan kabul saja. Wakil tidak diminta calon suami
untuk mencarikan calon istri, akan tetapi hanya meminta wakil menggantikan
mengucapkan kabul dalam akad nikah.

Adanya saksi dalam pelaksanaan tawki/ zauyj merupakan hal yang tidak
mempengaruhi sah tidaknya akad nikah. Saksi dalam hal ini adalah suatu bentuk
kehati-hatian bilamana suatu saat nanti terdapat kesangsian dari masyarakat
terhadap status pernikahan yang kabulnya diwakilkan. Selain dibuktikan oleh
surat kuasa scbagai penguat juga bisa dibuktikan dengan keterangan saksi.
Pembuatan surat kuasa kini juga dilengkapi dengan meterai. Dengan demikian
diharapkan dapat memberikan kekuatan hukum atas surat yang ditandatangani
oleh para pihak serta saksi.

Berdasarkan tata cara mewakilkannya pelaksanaan fawkil az-zauyj dalam
akad nikah di KUA kecamatan Wungu dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pihak

wali dan calon suami. Imam Sarbini yang bertindak sebagai wali dari Siti
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Masfufah mewakilkan kepada Tasrifan untuk mengucapkan ijab. Sedangkan di
pihak calon suami Agus Kholiq mewakilkan kepada saudara laki-lakinya Faifsan
Taufiq.

Adapun sigat ijab yang digunakan adalah “saya nikah dan kawinkan Siti
Masfufah binti Moh. Suhud dengan Agus Kholiq bin Mukti Wibowo dengan mas
kawin lima puluh ribu rupiah”. Adapun sigar kabul dari wakil suami adalah
“Saya terima nikah dan kawinnya Siti Masfufah binti Moh Suhud bagi saudara
laki-laki saya Agus Kholiq dengan mas kawin lima puluh ribu rupiah di bayar
tunai”.

Sigat yang digunakan juga telah sesuai dengan ketentuan bahwa wakil
harus secara jelas menyebutkan bahwa akad yang dilaksanakan adalah untuk
saudaranya. Penyebutan bahwa kabul yang diucapkan adalah untuk saudaranya
adalah syarat sah nikah, karena jika wakil tidak menyebutkannya maka nikah
berlaku baginya. Misalnya jika ia mengucapkan kabul “saya terima nikah dan
kawinnya Siti Masfufah binti Moh. Suhud dengan mas kawin lima puluh ribu
rupiah di bayar tunai” tanpa menyebutkan “untuk saudaraku”.

Adakalanya muncul anggapan jika misalnya seorang calon suami
berhalangan hadir pada waktu akad nikah tidak ada salahnya jika pelaksanaan
akad nikah di percepat atau di akhirkan dari rencana awal pernikahan. Hal ini

dimaksudkan mengutamakan hadirnya calon suami waktu akad. Akan tetapi jika
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melihat kasus fawkil az-zauj dalam akad nikah di KUA kecamatan Wungu hal ini
sulit dilaksanakan.

Alasan pelaksanaan tawkil az-zauj dalam akad nikah di KUA kecamatan
Wungu adalah karena mundurnya idah dari Siti Masfufah yang diperhitungkan
jatuh sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan. Padahal sebelum sampai tanggal
habisnya masa idah tersebut calon suami yaitu Agus Kholiq harus berangkat
keluar negeri. Pada akhirnya diambil solusi mendahulukan resepsi pernikahan
dan melaksanakan akad nikah dengan cara fawkil az-zauj dari Agus Kholiq
kepada Faifsan Taufiq.

Apabila dipaksakan dengan maksud mengutamakan hadirnya calon suami
dengan cara mempercepat akad nikah hal ini justru bertentangan dengan hukum
Islam. Para Ulama telah sepakat bahwa menikahi perempuan yang masih dalam
masa idah haram hukumnya. Sebagaimana juga di atur dalam Pasal 40 ayat 2
Kompilasi Hukum Islam bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara
seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan seorang wanita yang masih

berada dalam masa idah dengan pria lain.”
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B. Analisis Terhadap Implementasi Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam tentang
Ketentuan Kebolehan Suami Mewakilkan Kabul dalam Akad Nikah Di KUA
Kecamatan Wungu.

KUA sebagai instansi yang bertugas di bidang pencatatan pernikahan lebih
banyak menggunakan aturan-aturan yang bersifat teknis pelaksanaan daripada
Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasal Kompilasi
Hukum Islam yang berupa aturan yang mengatur hukum Islam secara umum.

Kompilasi Hukum Islam di KUA berkedudukan sebagai pedoman atau
landasan dalam hal ketentuan hukum Islam. Adapun peraturan di bawahnya
seperti Peraturan Menteri Agama merupakan pedoman atau landasan KUA
dalam hal ketentuan pelaksanaan tugas dan kewajiban KUA.

Jauh sebelum Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai ketentuan
hukum suami mewakilkan kabul dalam akad nikah, Peraturan Menteri Agama
juga telah mengatur hal tersebut. Peraturan inilah yang digunakan oleh KUA
sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam. Peraturan tersebut adalah:

1. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 1975 tentang Kewajiban
Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam
Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang
Beragama Islam.

2. Pasal 24 PMA nomor 2 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah

Menteri Agama Republik Indonesia
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Selain di atur dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas, fawki/ az-
zauj dalam akad nikah diatur kembali dalam Peraturan Menteri Agama nomor 11
tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan. Dalam pasal 20 di atur pula dengan
jelas ketentuan wakil suami yang menggantikan menerima kabul sebagai berikut:

1. Akad nikah harus dihadiri oleh calon suami.
2. Dalam hal calon suami tidak dapat hadir pada saat akad nikah, dapat
diwakilkan kepada orang lain.
3. Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. Memenuhi syarat sebagaimana berikut:
1) Laki-laki;
2) Beragama Islam;
3) Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
4) Berakal;
5) Merdeka; dan
6) Dapat berlaku adil.
b. Surat kuasa yang disahkan oleh PPN atau Kantor Perwakilan Republik
Indonesia apabila calon suami berada di luar negeri.

Wakil yang ditunjuk dalam pelaksanaan tawkil zayj dalam akad nikah di
KUA kecamatan Wungu telah memenuhi syarat tersebut di atas meski Peraturan
Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 belum disahkan. Wakil dari Agus Kholiq
yaitu Faifsan Taufiq pada tahun 2000 terhitung telah berusia 23 tahun di atas
batas minimal usia yaitu 19 tahun.

Pada pelaksanaan tawkil zauj dalam akad nikah di KUA kecamatan Wungu
tidak diperlukan adanya pengesahan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia
di luar negeri. Meskipun pada pelaksanaan akad nikah posisi suami berada di luar
negeri akan tetapi sebelumnya telah memberikan kuasa kepada saudara laki-

lakinya. Dalam pelaksanaannya surat kuasa yang digunakan di KUA tidak secara
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jelas disahkan oleh PPN dengan bentuk legalisir. Akan tetapi dengan adanya
pencantuman bahwa pelaksanaan fawkil az-zauj tersebut berdasarkan surat kuasa
dalam formulir N, maka surat tersebut telah dianggap sah.

Pada prakteknya di Indonesia, mewakilkan atau menunjuk wakil,
memberi kuasa selalu disyaratkan harus dalam bentuk tertulis. Dan lazimnya di
dalam surat kuasa tersebut dikemukakan apa yang menjadi hak dan wewenang si
penerima kuasa, dan penerima kuasa tidak boleh menyalahi atau berbuat
menyimpang dari apa yang telah dikuasakan.

Dengan pemberian kuasa dalam bentuk tertulis ini, akan memperkecil
kemungkinan penerima kuasa menyalahgunakan hak dan wewenang yang
diberikan kepadanya, terutama sekali akan lebih jelas terlihat apakah si penerima
kuasa telah melakukan perbuatan menyimpang dan merugikan pihak pemberi
kuasa.

Mengenai penandatanganan taklik talak sebagai bentuk perjanjian
perkawinan secara teknis diatur juga dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Agama
nomor 11 tahun 2007. “Dalam hal suami mewakilkan kabulnya kepada orang
lain, pembacaan dan penandatanganan taklik talak oleh suami, dilakukan pada
waktu lain di hadapan PPN, Penghulu atau Pembantu PPN tempat akad nikah

dilaksanakan”.
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Pasal 24 Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang
prosedur penandatanganan taklik talak ini adalah peraturan yang diambil dari
aturan sebelumnya yaitu:

1. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 1975 tentang Kewajiban
Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam
Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang
Beragama Islam.

2. Pasal 24 PMA nomor 2 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah
Menteri Agama Republik Indonesia.

Peraturan ini adalah landasan hukum yang digunakan KUA sebelum lahirnya

Kompilasi Hukum Islam.

Pelaksanaan akad nikah merupakan hal yang sangat penting menyangkut
sah tidaknya pernikahan suatu pasangan serta status hukum dari keturunan yang
dilahirkan dalam pernikahan tersebut. Oleh karenanya hendaknya dilaksanakan
dengan sangat hati-hati mengingat hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaannya sangat menentukan sah tidaknya pernikahan. Terlebih dengan
akad nikah yang dilaksanakan dengan tawki/ az-zauj seperti yang terjadi di KUA
kecamatan Wungu.

Pegawai Pencatat Nikah hendaknya memperhatikan dengan seksama
kelengkapan syarat tambahan seperti surat kuasa yang menjelaskan adanya

perwakilan dari calon suami. Selain itu juga harus berhati-hati dalam
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pelaksanaan pengucapan ijab dan kabul. Kekeliruan dalam pengucapan ijab kabul
terlebih tidak diucapkannya secara jelas bahwa akad yang diucapkan wakil
adalah untuk muwakkil memberikan dampak hukum yang jauh sekali bagi wakil.
Yaitu pernikahan yang dilaksanakannya adalah sah untuknya tidak untuk
muwakkil.

Bentuk kehati-hatian dari KUA kecamatan Wungu dapat dilihat dalam
surat kuasa yang digunakan dilengkapi oleh tanda tangan dua orang saksi serta
penempelan meterai. Dengan ini KUA kecamatan Wungu mempunyai bukti
tertulis bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Siti Masfufah dan Agus
Kholiq sah.

Izin dari pihak calon istri atau wali sebagaimana diatur dalam pasal 29
ayat 3 yang menjadi syarat dilangsungkannya akad nikah juga harus
diperhatikan. Karena izin ini menunjukkan kerelaan masing-masing pihak
mengenai bentuk pelaksanaan akad nikah sehingga tidak muncul keberatan pada
akhirnya.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama ini sekilas membatasi bahwa
hal-hal tertentu dalam pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam hanya ketika
keadaan suami berada di luar negeri. Padahal dalam prakteknya terdapat alasan-
alasan lain yang melatarbelakangi suami mewakilkan kabul dalam akad nikah.
Misalnya suami dalam keadaan sakit yang sangat parah dan berkehendak akad

nikah tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana.



72

Terdapat pembahasan dalam Bab II bahwa calon suami dapat mewakilkan
kabul dalam akad nikah ketika dalam keadaan belum dewasa sebagaimana dalam
kitab I‘anah at Talibin. Pendapat ini tidak dapat dijadikan alasan seorang calon
suami mewakilkan kabul dalam akad nikah di Indonesia. Sebagaimana kita tahu
bahwa Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam menentukan batas minimal calon mempelai laki-laki. Selain itu
seorang anak kecil yang belum dewasa juga belum cakap hukum melaksanakan
kewajibannya sendiri sehingga belum bisa untuk mewakilkan kepada orang lain.

Dalam hal ini peran aktif dari pegawai KUA sangat menentukan
bagaimana ketentuan ini dilaksanakan. Meskipun tidak disebutkan secara rinci
aturan suatu permasalahan baik dalam undang-undang, peraturan dan sebagainya
pegawai KUA hendaknya terus menggali mengenai ketentuan hukum Islam yang
semestinya.

Kompilasi Hukum Islam yang berkedudukan sebagai pedoman dalam hal
hukum Islam, ketentuannya secara tidak langsung telah diimplementasikan
dengan dilaksanakannya peraturan di bawahnya oleh KUA. Ketentuan pasal 29
yang mengatur kebolehan suami mewakilkan kabul dalam akad nikah sekaligus
dilaksanakan ketika KUA menggunakan Peraturan Menteri Agama sebagai
pedoman pelaksanaan. Baik dalam hal ketentuan mewakilkan, pencatatan nikah,

serta penanda tangan taklik talak.



BAB YV
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dirumuskan dari landasan teori dan hasil

penelitian yang ada, penulis dapat menyimpulkan mengenai pelaksanaan fawki/

az-zauj dalam akad nikah di KUA kecamatan Wungu adalah sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan fawkil az-zauj dalam akad nikah di KUA Kecamatan Wungu
diperbolehkan oleh hukum Islam, baik menurut pendapat para fukaha dan
ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum pernikahan di Indonesia. Adapun
pihak-pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan tfawki/ az-zauj dalam akad
nikah adalah antara Agus Kholiq yang mewakilkan kabul dalam akad nikah
kepada Faifsan Taufiq dalam pernikahannya dengan Siti Masfufah.
Pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat yang ada, oleh
karenanya pernikahannya dapat dicatat oleh KUA Kecamatan Wungu
sebagai pernikahan yang sah. Prosedur pelaksanaannya sebagaimana
ketentuan pencatatan pernikahan secara administratif. Adapun perbedaannya
dalam pembuatan surat kuasa oleh calon suami bahwa akad nikah yang
diucapkan wakil adalah untuknya, ucapan kabul yang dilafazkan wakil suami

dan penandatanganan taklik talak diserahkan kepada suami.
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2. Kompilasi Hukum Islam di KUA berkedudukan sebagai pedoman atau
landasan dalam hal ketentuan hukum Islam. Adapun peraturan di bawahnya
seperti Peraturan Menteri Agama merupakan pedoman atau landasan KUA
dalam hal ketentuan pelaksanaan tugas dan kewajiban KUA. KUA
melaksanakan tawkil az-zauj dalam akad nikah pada tahun 2000 berdasarkan
Pasal 24 PMA nomor 2 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah
Menteri Agama Republik Indonesia. Dengan demikian pasal 29 Kompilasi
Hukum Islam telah terimplementasikan dalam pelaksanaan fawkil/ az-zauj
dalam akad nikah di KUA Kecamatan Wungu.

B. Saran
Pernikahan yang dilaksanakan dengan cara suami mewakilkan kabul dalam

akad nikah hendaknya dilaksanakan dengan hati-hati. Yaitu dalam hal prosedur
pelaksanaannya seperti pembuatan surat kuasa, pengucapan kabul oleh wakil dari
suami serta penandatanganan taklik talak. Hal ini dikarenakan ketentuannya
tidak biasa khususnya dalam hal pengucapan kabul akad nikah oleh wakil dari
suami. Sehingga tidak menimbulkan kesalahan hukum yang mengakibatkan
pernikahan sah bagi wakil dari suami dan mengurangi makna sakralnya akad

nikah.
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